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MOTTO

* Kerja adalah wujud nyata cinta. Bila kita tidak dapat bekerja
dengan kecintaan, tapi hanya dengan kebencian, lebih baik
tinggalkan pekerjaan itu. Lalu duduklah di gerbang rumah

ibadat dan terimalah derma dari mereka yang bekerja dengan

penuh suka cita”

Kata Mutiara Khalil Gibran (1833-1931)
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RINGKASAN

Program Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja) diselenggarakan dalam
rangka pemberian perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan
tenaga kerja beserta keluarganya. Badan penyelenggara vang ditunjuk oleh
pemerintah untuk menyelenggarakan program jamsostek ini adalah PT. Jamsostek
(Persero). Kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja merupakan risiko yang
dihadapi oleh tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, schingga perlu
diselenggarakan adanya program jaminan kecelakaan kerja.

Berdasarkan uraian  di  atas, dikemukakan skripsi dengan judul
“TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMRBRERIAN SANTUNAN BAGI
PESERTA JAMSOSTEK PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA
PADA PG. PANDJIE SITUBONDO". Permasalahan yang akan diurasikan
dalam pembahasan skripsi ini adalah pertama, bagaimanakah pelaksanaan
pemberian santunan bagi peserta Jamsostek program jaminan kecelakan kerja
pada PG. Pandjie Situbondo; kedua, berapakah besarnya pemberian santunan bagi
peserta Jamsostek program jaminan kecelakaan kerja pada PG. Pandjie Situbondo;
dan yang ketiga, apakah hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Program jaminan
kecelakaan kerja bagi peserta Jamsostek pada PG, Pandjie Situbondo.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
penelitian  yuridis  normatif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam
penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan
(Satute  Approach) dan  pendekatan Konseptual (Conceprual approach).
Sedangkan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelibian ini adalah
bahan-bahan hukum primer terdini dari perundang-undangan, catatan-catatan
resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-
putusan hakim, kemudian bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang
hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, dan sumber bahan non
hukum adalah wawancara (Peter Mahmud Marzuki, 2008 142).

Kesimpulan yang di dapat dari penulisan skripsi ini adalah yang pertama,
pelaksanaan pemberian santunan di PG. Pandjie Situbondo sesuai dengan

ketentuan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial

il



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Tenaga Kerja telah di laksanakan sesusi dengan kewajiban vaitu dengan
memberikan jaminan kecelakaan kerja berupa penggantian santunan kepada
peserta Jamsostek yang mengalami kecelakaan kerja. Kedua, besammya pemberian
santunan untuk jaminan kecelakaan kerja atas tenaga kerja yang bemama
Sukarsono menunjukkan bahwa PT. Jaumsostek (Persero) Kantor Cabang
Banyuwangi dalam memberikan besarnya klaim yang diterima oleh tenaga kerja
disesuaikan dengan tingkat resiko kecelakaan kerja yang menimpa para peserta
Jamsostek yaitu berupa penggantian biaya pengobatan dan perawatan. Ketiga,
adapun hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemberian santunan peserta
Jamsostek pada PG. Pandjie Situbondo itu dari peserta Jamsostek sendini vang
kurang melengkapi persyaratan administrasi dalam pengajuan klaim kecelakaan
kerja yang diajukan kepada pihak PT. Jamsostek (Persero) Kantor Cabang
Banyuwangi,

Adapun saran yang penulis sumbangkan adalah sebagai berikut: pertama,
dalam pelaksanaan pemberian santunan bagi peserta Jamsostek, PG. Pandjie
Situbondo perlu adanya perbaikan dalam meningkatkan pelayanan di bidang
jaminan kecelakaan kerja. Terutama dalam hal memberikan perlindungan dan
peningkatan kesejahteraan tenaga kerja melalui program Jamsostek. Kedua, PT.
Jamsostek (Persero) henduknya dalam pemberian biaya santunan bagi peserta
Jamsostek yang mengalami  kecelakoan kerja  perlu  ditingkatkan dengan
menambah biaya pengobatan dan perawatan yang sekarang ini bertambah mahal.
Ketiga, PG. Pandjie Situbondo dalam mengatast hambatan-hambatan itu sendin
hendaknya perlu melakukan penyuluhan pada peserta Jamsostek, apa saja
persyaratan administrasi yang belum lengkap sehingga dapat teratasi terlambatnya

dalam pemberian santunan,

Xiv
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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan sektor ketenagakerjaan sebagai bagian dari upaya
pembangunan sumber daya manusia merupakan salah satu bagian vang tak
terpisahkan dengan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dan
pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945, diarahkan pada peningkatan harkat,
martabat dan kemampuan manusia, serta kepercayaan pada diri sendiri dalam
rangka mewujudkan masyarakat sejahtera, adil dan makmur, baik materiil
maupun spiritual. Peran serta tenaga kerja dalam pembangunan nasional semakin
meningkat dengan disertai berbagai tantangan dan resiko yang dihadapinya. Oleh
karena itu kepada tenaga kerja perlu diberikan perlindungan, pemeliharaan dan

peningkatan kesejahterasannya, sehingga pada gilirannya akan dapat meningkatkan
produktivitas nasional (Krisna Murti, 2002: 60).

Dalam melaksanakan perlindungan terhadap tenaga kerja ini harus
diusahakan adanya perlindungan yang layak bagi semua tenaga kerja dalam
melakukan pekerjaannya sehari-hari, terutama dalam bidang keselamatan kerja
serta yang menyangkut norma-norma perlindungan tenaga kerja, termasuk dalam
perlindungan tenaga kerja im segala usaha yang ditujukan untuk terlaksananya
syarat-syarat dan jaminan-jaminan sosial yang layak bagi buruh/ karvawan/
pekerjaan kearah peningkatan kesejahteraan tenaga kerja untuk lebih menjamin
kegairahan bekerja. Perlindungan tenaga kerja itu harus diarahkan kepada adanya
kesadaran dan pengertian yang baik bagi organisasi buruh atau pekerja maupun
bagi pengusaha terhadap kedudukan tugas dan tanggungjawab mereka masing-
masing sebagai unsur dan peserta dalam pembangunan (Wiwoho Soedjono, 1991
42},

Dalam rangka menciptakan landasan untuk meningkatkan kesejahteraan
dan perlindungan tenaga kerja, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang
Jaminan Sosial Tenaga Kerja mengatur penyelenggaraan jaminan sosial tenaga

kerja sebagai perwujudan pertanggungan sosial sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

mengenai Tenaga Kerja. Pada hakekatnya program jaminan sosial tenaga kerja ini
memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga
sebagal pengganti sebagian atau seluruh penghasilan yang hilang (Krisna Murti,
2002: 60).

Mengingat perkembangan pembangunan dewasa imi yang penuh dengan
teknologi canggih dengan tingkat risiko yang lebih tinggi perlu kiranya
mendapatkan perhatian yang lebih baik dari pemerintah. Untuk itu pemerintah
dengan segala kebijakannya mengeluarkan suatu  Undang-Undang vang
diharapkan dapat meningkatkan perlindungan bagi tenaga kerja dan keluargannya.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga
Kerja merupakan bukti upaya sungguh-sungguh pemerintah dalam melindungi
dan meningkatkan kesejahteraan bagi para tenaga kerja dan dengan adanya
Undang-undang tersebut diharapkan kesejahteraan tenaga kerja dapat segera
tercapai, utamanya jika tenaga kema yang bekerja pada suatu perusahaan
menderita sakit ataupun mengalami kecelakaan kerfa sewaktu melakukan
pekerjaannya tersebut maka perusahaan harus memberikan biaya santunan yang
berupa penggantian biaya pengobatan dan perawatan pada tenaga kerja.
Pemberian biaya santunan merupakan tanggung jawab pengusaha atas peristiwa
yang terjadi di perusahaannya.

PTPN XI (Persero) adalah suatu badan hukum yang bergerak dalam
bidang industri gula yang turut melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan
program pemerintah dalam bidang ckonomi dan pembangunan negara pada
umumnya dan di sub sektor pertamian pada khususnya. Dalam kegiatannya pabrik
gula melakukan usaha pembuatan gula dan bahan dasar tebu schingpa dalam hal
ini ada wjuan untwk memperoleh keuntungan berdasarkan  prinsip-prinsip
perusahaan yang schat seperti halnya perusahaan vang lain dalam bentuk maupun
jenis vang berbeda.

Pabrik Gula Pandjie Situbondo merupakan salah satu dari sekian banyak
perusahaan yang telah mengikut sertakan karyawannya dalam program jaminan
sostal tenaga kerja. Hal i1 dilakukan agar tenaga kerja mendapatkan perlindungan
dalam bentuk santunan berupa uang pengganti sebagian dan penghasilan vang

hilang atau berkurang dan pelayanan jika tenuga kerja tersebut mengalumi
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kecelakaan kerja sebagai akibat dari peristiwa kecelakaan kerja atau keadaan yang
tidak disengaja yang dialami oleh tenaga kerja.

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas, penulis ingin melakukan

penelitian untuk menguji tentang : “TINJAUAN YURIDIS TENTANG
PEMBERIAN SANTUNAN BAGI PESERTA JAMSOSTEK PROGRAM
JAMINAN KECELAKAAN KERJA PADA PG. PANDJIE SITUBON DO",

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan dalam

penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a

Bagaimanakah pelaksanaan pemberian santunan bagi peserta Jamsostek
program jaminan kecelakaaan kerja pada PG. Pandjie Situbodo?
Berapakah besarnya pemberian santunan bagi peserta Jamsostek program
Jaminan kecelakaan kerja pada PG. Pandjie Situbondo?

Apakah hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemberian santunan
program jaminan kecelakaan kerja bagi peserta Jamsostek pada PG.
Pandjie Situbondo?

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan skripsi ini dibedakan menjadi 2(dua) yaitu tujuan umum

dan tujuan khusus,

L.2.1

It

Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah:

- Untuk memenuhi dan melengkapi tugas dan syarat-syarat yang diperlukan

guna mencapai gelar Sarjana Hukum Universitas Jember,
Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu hukum yang
diperoleh dari bangku kuliah dengan praktek vang terjadi dalam kehidupan

bermasyarakat,

. Sebagai sumbangan untuk almamater tercinta sehingga dapat menambah

koleksi yang berguna serta dapat memberikan manfaat bagi para pihak

-
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yang mempunyai kepentingan dengan permasalahan sebagaimana yang di
bahas dalam skripsi ini.

1.2.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pelaksanaan pemberian santunan bagi
peserta Jamsostek program jaminan kecelakaan kena pada PG. Pandjie
Situbondo.

2. Untuk mengetahui dan mengkaji besarnya pemberian santunan bagi
peserta Jamsostek program jaminan kecelakaan kerja pada PG. Pandjie
Situbondo.

3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pembenan
santunan program jaminan kecelakaan kerja bagi peserta Jamsostek pada
PG. Pandjie Situbondo.

1.4 Metode Penelitian

Penulisan karya ilmiah agar mempunyai mlai ilmiah, maka dalam
penyusunannya harus menggunakan metode ilmiah. Metode tersebut harus
mempunyai unsur kebenaran yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan secara
timiah. Untuk membuktikan hal-hal tersebut, yaitu dengan memaparkan data-data
yang sebenarnya sehingga tulisan ini dapat menjadi sebuah tulisan yang ilmiah.

Metodologi sangat diperlukan dalam penulisan suatu karya ilmiah agar
dapat ditemukan suatu kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan vang ada.

Metodologi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penclitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah Yuridis Normatif,
yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkuayi penerapan kardah-kaidah atau
norma-norma dalam hukum positif. Artinya penelitian ini dikaji berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dihubungkan dengan kenyataan
{ Peter Mahmud Marzuki, 2008: 30).
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1.4.2 Pendekatan Masalah

Untuk mendapatkan suatu pembahasan yang sesuai dengan permasalahan
dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-
undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach).
Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan cara
menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan
pemberian santunan bagi peserta Jamsostek program jaminan kecelakaan kerja
pada PG. Pandjie Situbondo (Peter Mahmud Marzuki, 2008: 93).

Pendekatan konseptual beranjak dan pandangan-pandangan dan doktrin-
doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-
pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan
ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum,
dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu vang dihadapi. Pemahaman akan
pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi
peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu
yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2008: 95).

1.4.3 Bahan Hukum
Bahan hukum merupakan alat dari suatu penelitian yang dipergunakan
dalam memecahkan suatu permasalahan yang ada. Bahan hukum yang digunakan

dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

#. Bahan Hukum Primer

Badun hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya
mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdirt dan peraturan perundang-
undangan, catatan-catatan resmi  atau risalah dalam perbuatan peraturan
perundang-undangan dan putusan-putusan hakim (Peter Mahmud Marzuki, 2008;
141).

Dengan demikian peneliti mempelajani peraturan  perundang-undangan
yang terdirt dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial
Tenaga Kerja, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program
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Jaminan Sosial Tenaga kerja dan peraturan perundang-undangan lainnya yang
berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah berupa semua publikasi tentang hukum
yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum
meliputi  buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan
komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud marzuki, 2008:142).

¢. Bahan Non Hukum

- Bahan non hukum dapat digunakan sebagai bahan pembantu dalam
penelitian hukum untuk keperluan akademis. Salah satu bahan non hukum yang
digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah wawancara dengan pejabat-
pejabat instansi yang terkait yang dilakukan di PG. Pandjie Situbondo pada
tanggal 19 Januari 2009 sampai dengan tanggal 22 Januari 2009. Hasil wawancara
dengan pejabat yang paling punya kewenanganpun bukan merupakan badan
hukum primer karena hasil wawancara itu tidak bersifat autoritatif. Akan tetapi
hasil wawancara tersebut dapat dimasukkan scbagai bahan non hukum (Peter
Mahmud Marzuki, 2008: 165). Olch karena itu penulis menggunakan wawancara
sebagai bahan non hukum untuk memperoleh keterangan-keterangan dalam
memecahkan permasalahan hukum yang ada. Dalam penyusunan skripsi ini,
bahan non hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah wawancara dengan
Bapak Musofa (selaku karyawan bagian SDM PG. Pandjie Situbondo).

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Langkah-langkah dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan dengan:
(1) mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan
untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan; (2) pengumpulan bahan-
bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan
non hukum; (3) melakukan telaah atas i1su hukum vang diajukan berdasarkan
bahan-bahan yang telah dikumpulkan; (4) menarik kesimpulan dalam bentuk

argumentast yang menjawab isu hukum; (5) memberikan preskripsi berdasarkan
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argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan (Peter Mahmud Marzuki,
2008:171). Dengan menggunakan bahan-bahan hukum tersebut, maka penulis
dalam menarik kesimpulan menggunakan metode deduktif yaitu proses penarikan
kesimpulan yang dilakukan dari pembahasan mengenai permasalahan yang

mempunyai sifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.
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BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tenaga Kerja
2.1.1 Pengertian Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan istilah yang identik dengan istilah sumberdaya
manusia. Oleh karena itu, pengertian tenaga kerja mempunyai arti dan peranan
yang penting dalam pelaksanaan pembangunan, khususnya dalam peningkatan
produksi/produktivitas, sehingga perlu diberikan perlindungan dan perawatan
dengan cara menyelenggarakan asuransi sosial, baik bagi tenaga kerja maupun
keluargannya (Zainal Asikin, dkk, 2004: 132).

Dalam Pasal | angka 2 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang
ketenagakerjaan disebutkan bahwa tenaga kerja adalah “Setiap orang yang mampu
melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi
kebutuhan sendin maupun masyarakat”, Pengertian tenaga kerja dalam Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tersebut menyvempurnakan pengertian tenaga kerja
dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan Pokok
Ketenagakerjaan yang memberikan pengertian tenaga kerja adalah * Setiap orang
yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja
guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat”,

Pengertian tenaga kerja menurut Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun
1977 Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa

tenaga kerja adalah Pekerju yang bekerjn pada perusahaan milik swasta,

termasuk perusahaan yang didirikan menurut Peraturan Penanaman Modal

Dalam Negern (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) serta

Karyawan yang bekerja pada Perusahaan Umum (PERUM), Perusahaan

Perseroan (PERSERO) dan Perusahaan Milik Negara yang didinkan dengan

atau berdasarkan Undang-Undang tersendiri.

Pengertian tenaga kerja dulam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969
tersebut dipergunakan kembali dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992
tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK). Oleh karena itu perlu
penyesutan demi keseragaman pengertian dengan mengacu pada Undang-undang

Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 (Lalu Husni, 2000: 16).
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Menurut DR. Payaman Simanjuntak dalam bukunya ~ Pengantar Ekonomi

Sumber Daya Manusia” menyatakan bahwa:

tenaga kerja (manpower) adalah penduduk yang sudah atau sedang
bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang melaksanakan kegiatan
lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Secara prakitis,
pengertian tenaga kerja dan bukan tenaga kerja menurut DR. Payaman
Simanjuntak dibedakan hanya oleh batas umur (Sendjun H. Manulang,
1990: 3).

Imam Soepomo (1999; 63) menyvatakan bahwa pengertian tenaga kerja

pada umumnya adalah semua penduduk yang mampu melakukan pekerjaan
kecuali:

a.
b.

<

d.

Anak-anak yang berumur 14 tahun dan belum kawin;

Mereka yang berumur 14 tahun keatas tapi masih mengunjungi sekolah atau
waktu penuh;

Mereka yang karena usia lanjut, cacat baik jasmani maupun rohani schingga
tidak mampu melakukan pekerjaan;

Mereka yang karena sesuatu tidak diperbolehkan melakukan pekerjaan.

FX. Djumialdji (1987:17) membedakan antara definisi buruh dengan tenaga

kerja berdasarkan hubungan kerja yaitu:

Buruh adalah tiap orang yang mampu melakukan pekerjaan di dalam
hubungan kerja guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat”. Sedangkan pengertian tenaga kerja adalah sebagai
berikut: * Tenaga kerja adalah setiap orang yang melakukan suatu pekerjaan
baik di dalam maupun di luar hubungan keria untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat”,

Menurut G. Kartasapoetra (1982:17) menyatakan bahwa:

Buruh adalah sebagai tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan, dimana
tenaga kena ity harus tunduk kepada perintah dan peraturan kerja yang
diadakan oleh perusahaan yang bertanggung jawab atas lingkungan
perusahaannya dimana tenaga kerja itu akan memperoleh upah atau jaminan
hidup yang wajar.

2.1.1 Macam-macam Kelompok Tenaga Kerja

Tenaga kerja terdin dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Adapun

yang termasuk kelompok angkatan kerja dan bukan angkatan kerja adalah:

Kelompok angkatan kerja terdin dari:

I

2

-

Golongan yang bekena, dan
Golongan yang menganggur atau yang sedang mencan pekerjaan.
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Kelompok bukan angkatan kerja terdiri dari:

1.
2.
5

Golongan yang bersekolah,

Golongan yang mengurus rumah tangga. dan

Golongan penerima pendapatan yakni mereka yang tidak melakukan suatu
kegiatan ekonomi tetapi memperoleh pendapatan seperti tunjangan pensiun,
bunga atas simpanan uang atau sewa atas milik,dan mercka yang hidupnya
tergantung dari orang lain misalnya karena lanjut usia (orang-orang jompo),
cacat atau sakit kronis (Sendjun H. Manulang, 1990: 5).

Berdasarkan pengelompokan tenaga kerja diatas ketenagakerjaan dapat

dilihat dari beberapa segi diantaranya adalah:

¥

Tenaga kerja menurut jenis kelamin

Terbagi atas tenaga kerja wanita dan tenaga kerja pria Pengelompokan

tenaga kerja berdasarkan jenis kelamin ini pada dasarnya agar kualitas

produksi bisa terjamin karena adanya kesesuaian antara tenaga dengan jenis
pekerjaannya.

Tenaga kerja menurut kualitasnya vang terbagi atas :

a. Tenaga kerja terdidik/ahli yaitu tenaga kerja yang memiliki keahlian yang
diperoleh dari jenjang pendidikan formal seperti dokter, notaris, arsitektur
dan sebagainya.

b. Tenaga kerja terampil/terlatih  yaitu tenaga kerja yang memiliki
keterampilan yang diperoleh dari pengalaman atau kursus-kursus sepertl
monitor, tukang las.

¢. l'enaga kerju tidak terdidik dan tidak terampil yaitu tenaga kerja yang
tidak memiliki kemampuan tertentu. Tenaga kerja tersebut hanya
mengandalkan kemampuan kekuatan fisik seperti kuli panggul, tukang
gali, tukang becak.

Berdasarkan lapangan pekerjaan

a. Tenaga kerja professional adalah tenaga kerja yang umumnya mempunyai
pendidikan tinggi yang menguasai suatu bidang Ilmu Pengetahuan Khusus,
seperti arsitektur, dokter.

b. Tenaga kerja terampil (terlatih) adalah tenaga kerja yang memiliki
keterampilan khusus dalam bidang tertentu yang diperoleh dari pendidikan
seperti pendidikan menengah plus sampai setara Diploma 3, seperti tenaga
pembukuan,

c. Tenaga kerja biasa adalah tenaga kerja yang tidak memerlukan
keterampilan khusus dalam melaksanakan pekerjaannya, seperti tukang
gali sumur (www.e-dukasi.net, diakses tanggal 11 November 2008),

2.1.3 Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang

Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja vang berkaitan dengan hak

dan kewajiban tenaga kerja dijelaskan dalam ketentuan Pasal 3 disebutkan bahwa
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tiap tenaga kerja berhak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi
kemanusiaan. Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1969 disebutkan bahwa tiap tenaga kerja bebas memilih dan atau pindah
pekerjaan sesuai dengan bakat dan kemampuannya.

Selanjutnya menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969
disebutkan bahwa :

tiap tenaga kerja berhak atas pembinaan keahlian dan kejuruan untuk
memperoleh serta menambah keahlian dan keterampilan kerja sehingga
potensi dan daya kreasinya dapat diperkembangkan dalam rangka
mempertinggi kecerdasan dan ketangkasan kerja sebagai bagian yang tak
dapat dipisahkan dari pembinaan bangsa.

Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 menyatakan
bahwa:

tiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan,
keschatan, kesusilaam, pemeliharaan moral kerja serta perlakuan yang
sesuai dengan martabat manusia dan moral agama.

Di dalam KUH Perdata Pasal 1603d dinyatakan bahwa kewajiban
pekerja/buruh adalah:

“buruh yang menjalankan kewajiban-kewajibannya dengan baik, vang
dalam hal ini kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan segala
sesuatu yang dalam keadaan sama, scharusnya dilakukan atau tidak
dilakukan™.

Seclanjutnya dalam KUH Perdata (yang sampai sekarang tetap dipakai
sebagai pedoman) dirinei kewajiban pekerja/buruh sebagai berikut:

a. Pekera/burub berkewajiban untuk melakukan pekerjaan yang dijanjikan
menurut kemampuannya dengan sebaik-baiknya,

b. Pekerja/buruh berkewajiban melakukan sendiri pekerjaannya, hanya dengan

seizing pengusaha ia menyuruh orang ketiga untuk menggantikannya,

Pekerja’buruh  wajib taat terhadap peraturan mengenai hal melakukan

pekerjaannya.

d. Pekerjp/buruh yang tinggal pada pengusaha, wajib berkelakuan baik menurut
tata tertib rumah tangga pengusaha (Zaeni Asyhadie, 2007 : 61),

o)

2.2 Jaminan Sosial Tenaga Kerja
2.2.1 Pengertian Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3

Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Jo Peraturan Pemerintah Nomor
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14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi tenaga kerja terhadap risiko
sosial-ekonomi yang menimpa tenaga kerja dalam melakukan pekerjaan baik
berupa kecelakaan kerja, sakit. har tua, maupun meninggal dunia. Pengertian
jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam
bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang
hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadasn yang
dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kenja, sakit, hamil, bersalin, hari tua
dan meninggal dunia.

Jaminan sosial tenaga kerja yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1992 adalah merupakan hak setiap tenaga kerja yang sckaligus merupakan
kewajiban dari majikan. Pada hakikatnya program jaminan sosial tenaga kerja
dimaksudkan untuk memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan
penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruh penghasilan yang
hilang (Sendjun H. Manulang, 1990: 131).

Pengertian Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja) menurut para ahli adalah :
Harun Alrasjid (Sentanu Kertonegoro, 1982: 12) menyatakan bahwa:

Jaminan Sosial merupakan perlindungan kesejahteraan masyarakat yang
diselenggarakan atau dibina olech pemerintah untuk menjaga  dan
memngkatkan taraf hidup rakyat.

Kenneth Thomson (Asikin, Z. HA, 2004 :78) menyatakan bahwa:

Jaminan Sosial dapat diartikan sebagai perlindungan yang diberikan oleh
masyarakat bagi anggota-anggotanya untuk resiko-resiko atau peristiwa-
perisiwa  tertentu  dengan  tujuan, sejauh mungkin untuk  menghindari
terjadinya peristiwa-penstiwa tersebut yang mengakibatkan hilangnya atau
turunnya  scbagian besar penghasilan, dan untuk memberikan pelayanan
medis dan atau jaminan sosial tenaga kerja keuangan terhadap konsekuensi
ckonomi dari terjadinya peristiwa tersebut, serta jaminan untuk tunjangan
keluarga dan anak.

Imam Soepomo (1999: 189) menyatakan bahwa:

Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah pembayaran yang diterima pihak buruh
dalam hal buruh diluar Kkesalahannya tidak melakukan pekerjaan, jadi
menjamin kepastian pendapatan (income security) dalam hal buruh kehilangan
upahnya karena alasan diluar kehendaknya.
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Lalu Husni (2000:152) menyatakan bahwa:

Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah perlindungan bagi tenaga kerja dalam
bentuk dan santunan berupa uang (jaminan kecelakaan kerja, kematian, dan
tabungan hari tua), pelayanan keschatan yakni jaminan pemeliharaan
kesehatan.

2.2.2 Aspek-aspek Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Pada hakekatnya program jaminan sosial tenaga kerja ini memberikan
kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai
pengganti sebagian atau scluruh penghasilan yang kemungkinan bisa hilang. Oleh
karena itu, jaminan sosial tenaga kerja ini dikatakan mempunyai beberapa
aspek, antara lain: —

I. Memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal
bagi tenaga kerja beserta keluarganya.

2. Merupakan penghargaan kepada tenaga kerja vang telah menyumbangkan
tenaga dan pikirannya kepada perusahaan tempat mereka bekerja
(Krisnamurti, 2002: 61).

Dari beberapa aspek diatas jaminan sosial tenaga kerja dapat ditarik
Kesimpulan bahwa tujuan jaminan sosial tenaga kerja pada prinsipnya adalah :

a,  Sebagal sarana untuk memberikan perlindungan dasar bagi pekerja/buruh
guna mengatasi resiko-resiko ekonomis/sosial atau peristiwa-peristiwa
tertentu, seperti:

I. Kebutuhan akan pelayanan medis;
2. Tertundanya, hilangnya atau turunnya sebagian penghasilan yang
disebabkan karena :

Sakit;

Hamil;

Kecelakan kerja dan penyakit jabatan;

. Hari tua;

Cacat;

Kematian pencari nafkah;

g. Tanggung jawab untuk keluarga dan anak-anak.

b. Sebagai sarana untuk mencapai tujuan sosial dengan memberikan ketenangan
kerja bagi pekerja’butuh yang memiliki peranan besar bagi pelaksanaan
pembangunan (Zaeni Asyhadie, 2008:35).

b0 - -

Ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dengan dilaksanakan jaminan
sosial tenaga kerja yaitu sebagai berikut:

a. Jaminan sosial menciptakan Ketenangan kerja bagi pekerjaburuh  dan
ketenangan  berusaha bagi pengusaha schingga mendorong terciptunnya
produktivitas kerja;

-
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Dengan adanya program jaminan sosial yang permanen, berarti pengusaha
dapat melakukan perencanaan yang pasti  untuk  kesejahteraan
pekerja/buruhnya, di mana biasanya pengeluaran-pengeluaran untuk jaminan
sosial imi bersifat mendadak sechingga tidak bisa diperhitungkan terlebih
dahulu;

Dengan adanya jaminan sosial, praktis akan menimbulkan ikatan bagi
pekerja/buruh untuk bekerja di perusahaan tersebut serta tidak berpindah ke
tempat lain (Zaem Asyhadie, 2008: 37).

1.2.3 Ruang Lingkup Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Adapun ruang lingkup yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun

1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, meliputi jaminan-jaminan

sebagaimana tercantum dalam penjelasan umum undang-undang tersebut, vaitu

sebagai berikut ;

2.

4.

Jaminan Kecelakaan Kerja

Kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja merupakan rnisiko vang
dihadapi oleh tenaga kerja yang melakukan pekerjaan (pekerja’buruh). Untuk
menanggulangi sebagian atau seluruh penghasilannya yang diakibatkan oleh
kematian atau cacat karena kecelakaan kerja baik fisik maupun mental, maka
perlu adanya jaminan kecelakaan kerja. Mengingat gangguan mental akibat
kecelakaan kerja sifatnya sangat relatif sehingga sulit ditetapkan derajat
cacatnya maka jaminan dan santunan hanya diberikan dalam hal terjadi cacat
mental tetap yang mengakibatkan pekerja’buruh yang bersangkutan tidak
bekerja lagi.

Jaminan Kematian

Pekerja/buruh yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja akan
mengakibatkan terputusnya penghasilan, dan sangat berpengaruh pada
kehidupan sosial ekonomi bagi keluarga yvang ditinggalkan. Oleh karena itu,
diperlukan jaminan kematian dalam upaya meringankan beban keluarga baik
dalam bentuk biaya pemakaman maupun dalam santunan berupa vang.
Jaminan Hari Tua

Hari tua dapat mengakibatkan terputusnya upah pekerja/buruh karena tidak
lagi mampu bekerja. Akibat terputusnya upah tersebut dapat menimbulkan
kerisavan bagi pekerja/buruh dan memenuhi ketenangan kerju sewaktu
mereka masih bekerja, terutama bagi mereka yang penghasilannya rendah.
Jaminan han tua memberikan kepastian  penenimaan  penghasilan  yvang
dibayarkan sckaligus dan atau lima puluh lima tabun atau memenuhi
persyaratan tertentu.

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Pemeliharaan  kesehatan  dimaksudkan untuk  meningkatkan  produktivitas
pekerjw/buruh - sehingga  dapat  melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan
merupakan upaya keschatan di bidang penyembuhan. Oleh karena itu, upaya
penyembuhan memerlukan dana yang tidak sedikit dan memberatkan jika
dibebankan  kepada  perorangan,  sudah  selayaknya  diupayakan
penanggulangan kemampuan masyarakat melalui program jaminan sosial
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tenaga kerja. Jaminan pemeliharaan kesehatan tersebut, selain untuk tenaga
kerja yang bersangkutan juga untuk keluargannya. Mengingat jaminan sosial
tenaga kerja merupakan program lintas sekioral yang saling mempengaruhi
dengan usaha peningkatan kesejahteraan sosial lain, maka dapat disimpulkan
bahwa jaminan sosial tenaga kerja pada hakikatnya merupakan program
publik yang memberikan perlindungan bagi pekeja/buruh dalam menghadapi
risiko-risiko sosial ekonomi tertentu (Zaeni Asyhadie, 2008: 86)

2.3 Kecelakaan Kerja
2.3.1 Pengertian Kecelakaan Kerja

Pengertian kecelakaan kerja menurut Peraturan Pemenntah Nomor 33
Tahun 1977 tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja, tidak hanya kecelakaan yang
terjadi di ruangan kerja saja, tetapi juga kecelakaan yang terjadi sejak pekena
meninggalkan rumahnya menuju tempat bekerjanya sampai dia pulang kembali
kerumahnya dengan melalui jalan yang biasa ia lalui. Kecelakaan yang terjadi di
jalan raya atau yang terjadi selama seorang pekerja melakukan pekerjaan atas
perintah atasan dianggap kecclakaan kerja.

Pengertian kecelakaan kerja menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun
1992 Pasal 1 Ayat 6 menyatakan bahwa :

kecelaknan kerja adalah kecelakaan vang terjadi berhubungan dengan

hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja,

demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dan
rumah menuju tempat kerja, dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa
atau wajar dilalui.

Kecelakaan kerju adalah kejadian yang tak terduga dan tidak diharapkan
terjadi, Tak terduga karena di belakang penstiwa tersebut tidak terdapat unsur
kesengajaan, lebih-lebih dalam bentuk perencanaan. Tidak diharapkan karena
peristiwa kecelakaan disertal dengan kerugian materiil ataupun penderitaan dari
yang paling ringan sampai yang paling berat, baik bagi pengusaha maupun bagi
pekerja/buruh (Zaeni Asydie, 2008: 127).

Sebaliknya tidak dianggap sebagai kecelakaan kerja, apabila seorang
pekerja di dalam perjalananya menuju ke tempat kerja atau pulang kerja mampir
terlebih dahulu ke suatu tempat, dan terjadi kecelakaan kalau mampimya itu untuk

tugas pribadi atau tugas rumah (Zainal Asikin, dkk, 2004: 140).
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Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Kecclakaan Kerja
Hak Tenaga Kerja

Dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER.04/MEN/1993
tentang Jaminan Kecelakaan Kerja menyebutkan mengenai hak tenaga kerja
Dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2 Avat (1),(2) dan (3) hak tenaga kena, antara
lain :

(1) Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak mendapatkan jaminan
kecelakaan kerja vang terdin dari:
a. pengangkutan dan tempat kejadian ke Rumah Sakit yang terdekat atau
kerumahnya;
b. pemeriksaan, pengobatan dan atau perawatan di Rumah Sakit;
¢. biaya pemakaman.
(2) Selain jaminan sebagaimana dimaksud dalam Avat (1) juga diberikan santunan
berupa vang yang terdiri dari:
a. santunan sementara tidak mampu bekerja sebagai pengganti upah:
b. santunan cacad sebagian untuk selama-lamanya;,
¢. santunan cacad total untuk selama-lamanya;
d. santunan kematian.
(3) Besarnya Jaminan Kecelakaan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Avat (1)
dan (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 3 Ayat (1)(2).(3),(4) dan (5)
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER.04/MEN/1993 disebutkan bahwa
hak tenaga kerja , antara lain :

(1) Dalam hal tenaga kerja meninggal dunia karena kecelakaan kerja maka
santunan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) hurut d
dibayarkan kepada janda atau duda atau anak yang menjadi tanggungannya.

(2) Dalam hal janda atau duda atau anak tidak ada maka Jaminan Kematian
dibayar sekaligus kepada keturunan sedarah yang ada dan tenaga kerja
menurut garis lurus ke bawah dan garis lurus ke atas dihitung sampai derajad
kedua.

(3) Dalam hal tenaga kerja tidak mempunyai keturunan sedarah sebagaimana
dimaksud Ayat (2), moka Jaminan Kematian dibayarkan sekaligus kepada
pihak yang ditunjuk oleh tenaga kerja dalam wasiatnya.

(4) Dalam hal tidak ada wasiat biaya pemakaman dibayarkan kepada pengusaha
atau pihak lain guna pengurusan pemakaman.

(5) Dalam hal janda atau anak lebih dari satu orang, maka santunan sebagaimana
dimaksud dalam Ayat (1) dibagi rata dan sama banyaknya antaras mereka.
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Kewajiban Tenaga Kerja

Selanjutnya dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Tenaga Kerpa Nomor :
PER.O4/MEN/1993 disebutkan bahwa kewajiban tenaga kerja, antara lain tenaga
keja berkewajiban memberikan daftar susunan keluarga vang menjadi
tanggungannya kepada perusahaan termasuk perubahannya.

Hak Pengusaha
Dalam ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor

PER.O4/MEN/1993 tentang Jaminan Kecelakaan Kena mengenai hak pengusaha
dijelaskan dalam ketentuan Pasal 12 disebutkan bahwa dalam hal tenaga kerja
waktu kecelakaan kerja sedang berada di bawah pengaruh minuman keras atau
sesuatu yang memabukkan karena disengaja, maka dengan persetujuan Pegawa
Pengawas Ketenagakerjaan pengusaha berhak mengurangi besarnya santunan
kecelakaan kerja sebanyak-banyaknya 50% (lima puluh persen) dar yang

seharusnya ditenima.

Kewajiban Pengusaha

Menurut Ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor:
PER.O4/MEN/1993 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja disebutkan bahwa
kewajiban pengusaha, antara lain pengusaha wajib memberikan Jaminan
Kecelakaan Kerja scbagaimana dimaksud Pasal 2 kepada tenaga kerja yang
tertimpa kecelakaan kerja. Kemudian Pasal 6 menyatakan bahwa pengusaha wajib
membuat daftar perusahaan wajib bayar jaminan kecelakaan kerja di perusahaan
atau di bagian perusahaan yang berdin sendin vang dibuat sesuam dengan Bentuk

KK I (terlampir) dan didaftarkan ke Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat.

Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 8 Ayat (1),(2).(3) dan (4) Peraturan
Mentert Tenaga Kerja Nomor: PER.O4/MEN/1993 disebutkan bahwa kewajiban
pengusaha, antara lain:

(1) Pengusaha wajib melaporkan secara tertulis kecelakaan kerja yang menimpa
tenaga kerja kepada Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat , dalam
waktu tidak lebih dari 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam.

(2) Laporan scbagaimana dimaksud dalam Avat (1) dapat dilakukan secara lisan
sehelum dilaporkan secara tertulis
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(3) Dalam hal penyakit yang timbul karena hubungan kerja, laporan sebagaimana
dimaksud dalam Ayat (1) dan Ayat (2) disampaikan dalam waktu tidak lebih
dari 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah penyakit tersebut
didiagnosis oleh Dokter Pemeriksa.

(4) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan Avat (3)
dilakukan dengan mengisi Laporan Kecelakaan Kerja Tahap | sesuai dengan
Bentuk KK 2 (terlampir).

Selanjutnya dalam Pasal 9 Avat (1),(2).(3), dan (4) Peraturan Menteri
Tenaga Kerja Nomor: PER.O4/MEN/1993 dischutkan bahwa kewajiban

pengusaha, antara lain:

(1) Pengusaha wajib mengirimkan Laporan Kecelakaan Kerja Tahap II kepada
Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat dengan mengisi Bentuk KK 3
(terlampir) dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 (dua kali dua puluh empar)
Jam setelah tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berdasarkan surat
keterangan dokter dinyatakan :

4. keadaan sementara tidak mampu bekerja telah berakhir:
b. keadaan cacad sebagian untuk selama-lamanya:

¢. keadaan cacad total untuk selama-lamanya;

d. meningeal duma.

(2) Surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) menggunakan
Bentuk KK 4 (terlampir).

(3) Dalam hal penyakit yang timbul karena hubungan kerja surat keterangan
dokter sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) menggunakan Bentuk KK 5
(terlampir),

(4) Bentuk KK 4 atau KK 5 sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) dan Avat (3)
harus disampaikan oleh pengusaha kepada Kantor Departemen Tenaga Kerja
setempal.,

Kemudian dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor:
PER.O4/MEN/1993 menyatakan bahwa tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan
kerja sementara tidak mampu bekerja perusahaan wajib terus membayar upah
tenaga kerja yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 avat (2)
huruf @ sampai Dokter Pemeriksa menetapkan akibat kecelakaan kerja yang
dideritanya. Selanjutnya dalam Pasal 11 menyatakan bahwa pengusiaha tidak
diwajibkan untuk membayar jaminan kecelakaan kerja kepada tenaga kerja yang
tertimpa kecelakaan kerja atau santunan kematian kepada keluarganya dalam hal :
o karena disengaja oleh tenaga kerja yang bersangkutan;

b. menolak tanpa alasan yang sah akan diperiksa dokter vang ditunjuk oleh
perusahaan;
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c. sebelum selesai pengobatan tenaga kerja menolak pertolongan dalam huruf b
tanpa alasan yang sah;

d. pergi ke tempat lain schingga dokter yang ditunjuk oleh perusahaan tidak dapat
memberikan pertolongan yang dianggap perlu untuk memulihkan
kesehatannya.

Selanjutnya dalam Pasal 13 Awat (1) dan (2) Peraturan Menteri Tenaga
Kerja Nomor; PER.O4/MEN/1993 disebutkan bahwa kewajiban pengusaha, antara
lain:

(1) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai kecelakaan atau bukan
kecelakaan kerja, maka Pegawai Ketenagakerjaan berwenang menetapkan
dan mewajibkan pengusaha untuk terlebih dahulu :

a. membayar pertolongan;
b. membayar biaya pemakaman.

(2) Dalam hal Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan temyata menetapkan bukan
sebagai kecelakaan kerja. Maka pengusaha tidak dapat meminta kembali
biaya yang telah dikeluarkan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1).

2.3.2 Faktor-faktor Penyebab Kecelakaan Kerja

Kecelakann kerja maksudnya adalah kecelakaan yang berhubungan dengan
hubungan kerja pada suatu perusahaan. Berhubungan dengan hubungan kerja
adalah kecelakaan tersebut bersumber atau berasal dan perusahaan yang
umumnya disebabkan oleh 4 (empat) faktor, yaitu sebagai berikut:

I. Faktor manusianya

Misalnya karena kurangnya keterampilan atau kurangnya pengetahuan, salah

penempatannya misalnya si tenaga kerja lulusan Sekolah Teknologi Menengah

(STM) akan tetapi ditempatkan di bagian tata usaha.

Faktor matenalnya/bahannya/peralatannya

Misalnya bahan yang scharusnya terbuat dari besi, akan tetapi supaya lebih

murah dibuat dari bahan lainnya schingga dengan mudah dapat menimbulkan

kecelakaan.

3. Faktor bahaya/sumber bahaya, ada dua schab ;

a. Perbuatan berbahaya, misalnya karena metode kerja yang salah,
keletihan/kelesuan, sikap kerja yang tidak sempurna dan sebagainya.

b. Kondisi/keadnan berbahaya, yaitu keadaan yang tidak aman dari
mesin/peralatan-peralatan, lingkungan, proses, sifat pekerjaan.

4. Faktor yang dihadapi, misalnya kurangnya pemelibaraan/perawatan mesin-
mesin/peralatan sehingga tidak bisa bekerja dengan sempurna, Disamping ada
sehabnya maka suatu kejadian juga akan membawa akibat. Akibat dari
kecelakaan kerja i dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

. Kerugian yang bersifat ekonomis, antara lain:
a. Kerusakan/kehancuran mesin, peralatan, bahan dan bangunan;
b. Biaya pengobatan dan perawatan korban;

o
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¢. Tunjangan kecelakaan;

d. Hilangnya waktu kerja;

e. Menurunnya jumlah maupun mutu produksi.

Kerugian yang bersifat non ekonomis

Pada umumnya berupa penderitaan manusia yaitu tenaga kerja yang
bersangkutan, baik itu merupakan kematian, luka/cidera berat maupun luka
ringan (Lalu Husm, 2000: 142).

2.3.3 Jenis-jenis Kecelakaan Kerja

Dalam kaitannya dengan kecelakaan kerja dapat digolongkan 3 (tiga) jenis

kecelakaan kerja yaitu :

1.

Golongan pertama, yang mengartikan kecelakaan kerja secara sempit, yaitu
golongan yang hanya meliputi kecelakaan kerja yang terjudi di perusahaan
saja;

Golongan kedua, yang mengartikan kecelakaan kerja yang bukan hanya
terjadi di perusahaan saja, tetapi juga penyakit yang timbul karena hubungan
kerja di perusahaan tempat bekerja;

Golongan ketiga, vang mengartikan kecelakaan kerja secara luas, yaitu jenis
kecelakaan kerja yang meliputi golongan pertama dan golongan kedua
ditambah kecelakaan (lalu lintas) yang terjadi pada saat pulang dan pergi ke
tempat kerja, dengan melalui rute yang biasa dilalui (Zaeni Asydie, 2008:
131).

Dalam kaitannya dengan kecelakaan kerja, ada suatu jenis kecelakaan

yang tidak dapat dikategorikan sebagai kecelakaan kerja. Jenis-jenis kecelakaan

tersebut adalah sebagai berikut :

a.

il

Kecelakaan yang terjadi pada waktu cuti, yaitu yang bersangkutun sedang
bebas dari urusan pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Jika
yung bersangkutan mendapat panggilan atau tugas dari perusahaan, maka
dalam perjalanan untuk memenuhi panggilan tersebut, yang bersangkutan
sudah dijamin oleh jaminan kecelakaan kerja;

Kecelakaan vang terjadi di perkemahan yang tdak berada di lokasi tempat
kerja;

Kecelakaan yang terjadi dalam rangka melakukan kegiatan yang bukan
merupakan tugas dari atasan, untuk kepentingan perusahaan;

Kecelakann yang terjadi pada waktu yang bersangkutan meninggalkan tempat
kerja untuk kepentingan pribadi (Zaeni asyhadie, 20072 107).
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2.4 Santunan
2.4.1 Pengertian Santunan

Pengertian santunan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah
sesuatu yang dipakai untuk mengganti kerugian karena kecelakaan, kematian, dan
sebagainya (biasanya berbentuk uang). Maksud dan pengertian santunan itu
adalah pengganti sebagian dari penghasilan vang hilang atau berkurang dan
pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja
berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia,

Pengertian santunan adalah sejumlah uvang yang wajib dibayar oleh
penanggung kepada penikmat dalam hal meninggalnya tertanggung sesuai dengan
kesepakatan yang tercantum dalam polis. Penikmat yang dimaksud adalah orang
yang ditunjuk oleh tertanggung atau orang yang menjadi ahli warisnya sebagai
yang berhak menerima dan menikmati santunan sejumlah uang yang dibayar oleh
penanggung. Pembayaran santunan merupakan akibat terjadinya peristiwa, vaitu
meninggalnya tertanggung dalam jangka waktu berlaku asuransi  jiwa
(www portalinfag.org, diakses tanggal 5 November 2008).

Pengertian santunan adalah suatu bentuk ganti kerugian yang berupa uang
yang diberikan oleh penanggung kepada tenaga kerja yang mengalami kecelakaan
kerja baik itu dalam bentuk kematian maupun cacat fisik, Santunan itu sendiri
dapat diberikan kepada tenaga kerja yang menjadi korban maupun keluarganya
(www jasaraharja.co.id, diakses tanggal 17 November 2008).

Santunan kecelakaan/meninggal ini sama sckali tidak berlaku atas hal-hal
scbagai berikut:

a. Sengaja bunuh diri, melukai atau merusak salah satu anggotn badan secara
sadar atau tidak sadar.

b. Cacat badan/mental yang diakibatkan penyakit (di luar kecelakaan).

¢. Keracunan atau infeksi penyakit, kecuali infeksi akibat langsung dari
kecelakaan,

d. Luka atau cacat yang tidak dapat dilihat di luar anggota badan, kecuali dapat

dibuktikan dengan otopsi (www.outea.net, diakses tanggal 17 November
2008).
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Untuk keperluan pembayaran santunan jaminan kecelakaan kerja yang

bukan pekerja/buruh dilakukan sebagai berikut:

A

Magang atau murid atau narapidana dianggap menerima upah sebesar upah
sebulan pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan yang sama pada perusahaan
bersangkutan:

Perorangan yang memborong pekerjaan dianggap menerima upah sebesar
upah tertinggi dari pekerja/buruh pelaksana yang bekerja pada perusahaan
yang memborongkan pekerjaan tersebut (Maimun, 2004:89),
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3.1 Pelaksanaan Pemberian Santunan bagi Peserta Jamsostek Program
Jaminan Kecelakaan Kerja pada PG. Pandjie Situbondo

Setiap tenaga kerja berhak atas jaminan sosial temaga kerja yang
melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Kecclakan kerja
maupun penvakit akibat kerja merupakan risiko yang dihadapi oleh tenaga kerja
yang melakukan pekerjaan. Sebelum ditentukan besarmya pemberian santunan
bagi peserta Jamsostek program jaminan kecelakaan kerja pada PG. Pandjie
Situbondo maka diajukan klaim jaminan kecelakaan kerja.

Namun untuk mengajukan suatu klaim jaminan kecelakaan kerja seorang
tenaga kerja harus terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja khususnya
program jaminan kecelakaan kerja terlebih dahulu. Program jaminan sosial tenaga
kerja wajib diikuti oleh setiap perusahaan, yayasan, koperasi, perusahaan
perorangan sesuai dengan Pasal 2 Ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun
1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja menyatakan
bahwa™ pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 10 (sepuluh)
orang atau lebih, atau membayar upah paling sedikit Rp 1.000.000,- (satu juta
rupiah) sebulan wajib mengikut sertakan tenaga kerjanya dalam program Jaminan
Sosial Tenaga Kerja.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Musofa selaku karyawan PG.
Pandjie Situbondo bagian SDM tanggal 19 Januari 2009, menyatakan bahwa telah
terjadi kecelakaan kerja yang menimpa seorang tenaga kerja yang bekerja di PG.
Pandjie Situbondo yang bernama Sukarsono di bagian gilingan. Kejadian bermula
pada tangpal 31 Mei 2008 pukul 03.00 WIB saal tenaga kerja sedang melakukan
atau memberikan minvak pelumas pada rantai cane fable tanpa disadari tangannya
terjepit rantai tersebut. Akibatnya tenaga kerja mengalami luka robek pada telapak
tangan kirinya. Permasalahan muncul ketika PT. Jamsostek (Persero) Kantor
Cabang Banyuwangi kurang konsisten melaksanakan kewajibannya untuk

memberikan jaminan kecelakaan kerja berupa santunan dan penggantian biaya

24

L*—‘ih


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

5

kepada peserta Jamsostek yang mengalami kecelakaan kerja, karena adanya faktor
administrasi yang menjadi kendala dalam proses pemberian santunan bagi peserta
Jamsostek.

Jaminan kecelakan kerja memberikan jaminan kepada peserta dari akibat
timbuinya risiko kecelakaan kerja yang terjadi pada perusahaan tempatnya
bekerja. Jaminan tersebut diberikan kepada tenaga kerja vang sudah terdaftar dan
memiliki kartu peserta Jamsostek yang telah didaftarkan oleh perusahaan
tempatnya bekerja.

Menurut keterangan dari Bapak Musofa selaku karyawan PG, Pandjie
Situbondo bagian SDM tanggal 20 Januari 2009, bahwa untuk menjadi peserta
program jaminan-sosial tenaga kerja perusahaan harus melakukan pendattaran
dengan cara:

a.  Menghubungi kantor PT. Jamsostek (Persero) setempat atau terdekat;

b.  Mengisi formulir | untuk pendaftaran perusahaan;

. Mengisi formulir la untuk pendaftaran tenaga kerja:

d. Mengisi formulir 1b untuk pendaftaran tertanggung program jaminan
kecelakaan kerja;

€. Membayar iuran (pertama) sesuai dengan Jumlah yang telah ditetapkan PT.
Jamsostek (Persero).

Guna tertib administrasi kepesertaan yang perlu mendapatkan perhatian
perusahaan adalah sebagai berikut:

a. Mendaftarkan seluruh tenaga kerja dengan upah yang sebenarnya diterima
tenaga kerja;

b.  Mengisi formulir pendafiaran sesuai data yang sebenarnya;

¢. Membayar iuran secara teratur selambat-lambatnya tanggal 15 bulan
berikutnya dengan Formulir Rincian luran:

d. Melaporkan setiap perubahan upah dan tenaga kerja;

€ Menyampaikan kartu peserta Jamsostek kepada tenaga kerja.

Begitu juga halnya yang dialami oleh Sukarsono, ketika terjadinya
peristiwa kecelakaan kerja ia telah terdafiar sebagai peserta maka ia telah melalui
tahap kepesertaan yaitu tahap-tahap untuk menjadi peserta Jamsostek seperti yang

telah diuraikan diatas, untuk selanjutnya ia berhak mengajukan klaim jaminan

o,y
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kecelakaan kerja kepada PT. Jamsostek (Persero) Kantor Cabang Banyuwangi.
Berdasarkan wawancara dengan Bapak Musofa selaku karyawan PG. Pandjie
Situbondo bagian SDM tanggal 20 Januari 2009, menyatakan bahwa :

pengajuan klaim merupakan hak peserta atau ahli warisnya yang sah

apabila terjadi hal-hal yang menyebabkan dinnya atau barang-barang yang

diasuransikan tersebut mengalami kerugian wvang diakibatkan suatu
peristiwa yang tidak terduga dan resiko yang terjadi termasuk kewajiban
penanggung untuk memberikan ganti rug.

Berdasarkan penjelasan dari Bapak Musofa selaku karyawan PG. Pandjie
Situbondo bagian SDM bahwa besamya klaim yang diterima tentu berbeda antara
tenaga kerja yang satu dengan vang lain, karena tergantung dari jenis kecelakaan
dan akibat yang ditimbulkannya. Di PG. Pandjie Situbondo yang banyak terjadi
adalah kecelakaan kerja di tempat kerja terutama pada musim giling, sedangkan
untuk kecelakaan yang dalam perjalanan berangkat ke tempat kerja atau pulang ke
rumah lebih sedikit dan untuk kecelakaan kerja yang terjadi karena penyakit yang
timbul karena hubungan kerja tidak ada. Kecelakaan kenja vang terjadi di PG.
Pandjie Situbondo lebih disebabkan oleh faktor manusia yang berupa kelalaian
dan kurang hati-hati dan juga faktor lingkungan kerja dan alat produksi.

Apabila peserta mengajukan klaim, maka pithak PT. Jamsostek (Persero)
Kantor Cabang Banyuwangi akan membayar, jaminan yang diakibatkan oleh
penistiwa kecelakaan kerja tersebut. Jaminan tersebut disesuaikan dengan upah
yang diterima oleh tenaga kerja setiap bulannya untuk masing-masing nsiko
setelah syarat-syarat yang tercantum dalam polis dipenuhi oleh peserta.

Syarat-syarat dalam pengajuan klaim ini mutlak dilakukan oleh peserta
agar pihak PT. Jamsostek (Persero) Kantor Cabang Banyuwangi mengetahui
terjadinya peristiwa yvang menimbulkan kerugian terhadap obyek jaminan dan
segera melakukan pembayaran ganti rugi yang sudah menjadi kewajibannya.
Dalam pembayaran santunan tersebut biasanya jika nominalnya besar pihak
Jumsostek menyerahkan sendin tujuannya untuk mendekatkan din dengan peserta
yang mengalami kecelakaan kerja tersebut. Jika nominalnya tdak besar oleh
pihak Jaumsostek langsung diserahkan ke perusahaan yang tenaga kerjanya

mengalamm kecelakaan kerja.
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Berdasarkan penjelasan dari Bapak Musofa sclaku karyawan PG. Pandjie

Situbondo bahwa pada kasus kecelakaan kerja yang terjadi di PG. Pandjie

Situbondo, maka peserta dapat segera melaporkan dan mengajukan klaim agar

dapat diberikan santunan oleh pihak penanggung yakni PT. Jamsostek (Persero)

dengan cara sebagai berikut:

b

Tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja kepadanya atau kawan kerja
vang mengetahui dengan jelas kejadian tersebut, harus secepalnya
memberikan kepada perusahaan;

Pihak perusahaan baik secara lisan maupun tulisan akan melaporkan kepada
PT. Jamsostek (Persero) Kantor Cabang Banyuwangi dan Departemen
Tenaga Kerja (Depnaker) atau Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dengan tidak
lebih dari waktu 2x 24 jam dengan mengisi formulir Jamsostek 3 yaitu,
berupa laporan kecelakaan kerja dan bentuknya K.K.2 yang bensi secara
lengkap data kecelakaan kerja, identitas perusahaan;

Berdasarkan laporan vang diterima oleh PT. Jamsostek (Persero) Kantor
Cabang Banyuwangi dan Depnaker/Disnaker, maka secepatnya melakukan
pemeriksaan kecelakaan kerja memerlukan perawatan dan pengobatanyang
dibutuhkan yang merupakan pertolongan Tahap 1, maka biaya-biaya tersebut
ditanggung sementara oleh perusahaan, untuk tunjangan sementara tidak
mampu bekerja tanggungannya beralih menjadi tanggungan PT. Jamsostek
(Persero) Kantor Cabang Banyuwangi selama adanya surat keterangan dari
dokter yang memeriksanya;

Setelah tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja dilakukan perawatan
dan pengobatan serta dinyatakan sembuh atau cacat dan scbagainya oleh
Rumah Sakit dan dokter yang merawatnya, pihak perusahaan wajib
melaporkan kecelakaan Tahap 1 kepada Kantor Depnaker/Disnaker dan PT,
Jamsostek (Persero) Kantor Cabang Banyuwangi dengan mengisi formulir
Jamsostek 3a (bentuk K.K.3) dalam waktu tidak lebih dari 2x 24 jam sctelah
menerima surat keterangan dokter (Formulir Jamsostek 3b), yang
menerangkan:

a. Keadaan sementara tidak mampu bekerja telah berakhir;

b. Cacat sebagian untuk selama-lamanya;

¢. Keadaan cacat total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental;

d. Meninggal dunia;

e. Dinvatakan sembuh.

Pengisian formulir Jamsostek 3a berfungsi juga sebagai pengajuan
pembayaran jaminan kecelakaan kerja. Untuk mendukung data diatas perlu
juga dilampirkan formulir Jamsostek 3b yang memuat surat keterangan dokter
dan keadaan tenaga kerja yang dirawat. Kedua formulir ini diisi oleh dokter
yang menangani tenaga kerja yang bersangkutan. Dalam hal perawatan yang
dilakukan oleh beberapa dokter atau Rumah Sakit diwajibkan melampirkan
surat rujukan disertai biayanya;

Pihak PT. Jamsostek (Persero) Kantor Cabang Banyuwangi setelah menerima
formulir Jamsostek 3a dilampiri dengan formulir Jamsostek 3b beserta tanda
bukti asli tentang perawatan dan pengobatan tenaga kerja. Bila dalam
penyerahan sural dan jaminan dimaksud tidak lengkap, maka PT. Jamsostek
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(Persero) Kantor Cabang Banyuwangi memberitahukan kepada pengusaha
selambat-lambatnya 7 hari setelah menerima laporan kecelakaan kerja Tahap

b. lgelanjumya PT. Jamsostek (Persero) Kantor Cabang Banyuwangi
menetapkan besarnya santunan dan penggantian biaya, lalu membayar kepada
tenaga kerja.

Ketentuan dalam Pasal 20 Ayat (1), (2), (3), dan (4) Peraturan Pemerintah
Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga
Kerja menyatakan bahwa seclama tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja
masih belum mampu bekerja, pengusaha tetap membayar upah tenaga kerja yang
bersangkutan, sampai penetapan akibat kecelakaan kerja vang dialami diterima
semua pihak atau dilakukan oleh Menteri. PT. Jamsostek mengganti santunan
sementara tidak mampu bekerja kepada pengusaha vang telah membayar upah
tenaga kerja. Dalam hal santunan yang diberikan oleh PT. Jamsostek lebih besar
dan yang dibayarkan langsung kepada tenaga kerja. Dalam hal penggantian
santunan yang dibaya:kan-cnlch PT. Jamsostek lebih kecil dari upah yang telah
dibayarkan oleh pengusaha, maka sclisihnya tidak dimintakan pengembaliannya
kepada tenaga kerja.

Bentuk-bentuk Formulir yang digunakan dalam penyelenggaraan program
Jaminan sosial tenaga kerja khususnya jaminan kecelakaan kerja, terdiri dari:

l. Formulir pendaftaran kepesertaan, meliputi:
I. Formulir Jamsostek 1 : Pendaftaran perusahaan;
2. Formulir Jamsostek la : Pendaftaran tenaga kerja;
3. Formulir Jamsostek 1b : Daftar susunan keluarga;
4. Formulir Jamsostek lc : Dafitar tenaga kerja keluar.
2. Formulir pembayaran iuran, meliputi:
a. Formulir Jamsostek 2 : Rincian iuran;
b. Formulir Jamsostek 2a : Daftar upah tenaga kerja.
3. TFormulir pengajuan jaminan kecelakaan kerja, meliputi:
a. Formulir Jamsostek 3 : Laporan kecelakaan kerja Tahap 1:

b. Formulir Jamsostek 3a : Laporan kecelakaan kerja Tahap I1;

L]

. Formulir Jamsostek 3b : Surat keterangan dokter;
d. Formulir Jamsostek 3c: Surat keterangan dokter untuk penyakit vang

timbul karena hubungan kerja.
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Menurut penjelasan dari Bapak Musofa selaku karyawan PG. Pandjie

Situbondo adapun yang menjadi syarat mutlak pengajuan klaim adalah sebagai
benkut:

1. Pelaporan mengenai kronologis kejadian;
2. Persyaratan pengajuan klaim adalah:
a. Kartu KTP;
b. KTP suami isteri;
Surat nikah:

(v
d. Jika meninggal ada surat kematian;

o

Surat keterangan ahli wans.

Tata cara pendaftaran kepersertaan dan pembayaran iuran untuk program
jaminan sosial tenaga kerja ini telah diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun
1992 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 dan secara terinci dalam
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-12/MEN/IV/2007
tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepersertaan, Pembayaran [uran,
Pembayaran Santunan, dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Ketiga peraturan di atas bukan hanya berlaku bagi perusahaan yang
mempekerjakan pekerja/buruh tetap saja, tetapi juga berlaku bagi pengusaha yang
mempekerjakan tenaga kerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu. Dari ketiga
peraturan diatas ditetapkan antara lain scbagai berikut :

1. Perusahaan-perusahaan atau perusahaan-perusahaan yang diwajibkan menjadi
peserta dalam program jaminan sosial tenaga kerja, wajib mendaftarkan
perusahaan dan pekerjanya kepada badan penyelenggara dengan mengisi
formulir yang ditetapkan. Khususnya untuk perusahaan kontruksi yang
mempekerjakan tenaga kerja harian lepas, tenaga kerja borongan dan tenaga
kerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu kewajiban mendaftarkan
pekerjaan/buruh  terscbut paling lambat empat belas hari  sebelum
penyelenggaraan pekerjaan proyek kontruksi.

2. Dalam selambat-lambatnya tujuh han sejak formulir pendaftaran dan
pembayaran uran pertama diterima, badan penyelenggara segera menerbitkan
dan menyampaikan kepada pengusaha :

a. Sertifikat kepesertaan untuk masing-masing perusahaan sebagai tanda
kepersertaan perusahaan;

b. Kartu peserta untuk masing-masing pekega/buruh sebagai tanda
kepersertaan dalam program jaminan social tenaga kerja;

¢. Kartu pemeliharaan kesehatan untuk masing-masing pekerja‘/buruh yang
mengikuti program jaminan pemeliharaan kesehatan.
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3. Kartu peserta jaminan sosial sebagai tersebut dalam poin 2 huruf (b) dan (c) di
atas berlaku sampai dengan berakhirnya masa kepesertaan pekerja’/buruh yang
bersangkutan.

4, Khusus bagi pekerja/ buruh yang pindah tempat kerja (baik karena dimutasi
atau karena pemutusan hubungan kerja) dan masih menjadi peserta harus
memberitahukan kepesertaannya kepada pengusaha tempat bekerjanya yang
baru dengan menunjukkan kartu peserta.

5. Pengusaha wajib melaporkan kepada badan penyelenggara apabila terjadi
perubahan mengenai:

a. Alamat perusahaan;

b. Kepemilikan perusahaan;

¢. Jenis atau barang usaha:

d. Jumlah tenaga kerja dan keluargannya:
e. Besarnya upah setiap pekerja/ buruh.

6. Dalam hal terjadinya perubahan jumlah tenaga kerja, badan penyelenggara
wajib menerbitkan:

a. Kartu peserta bagi pekerja’buruh yang baru bekerja di perusahaan tersebut,
kecuali yang bersangkutan telah mempunyai kartu peserta;
b. Kartu pemilikan keschatan yang baru (Zaeni Asyhadie, 2008 : 119).

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Musofa selaku karyvawan PG.
Pandjie Situbondo bagian SDM tanggal 21 Januari 2009, menyatakan bahwa:
“laporan kecelakaan kerja Tahap II diserahkan ke PT. Jamsostek (Persero) Kantor
Cabang Banyuwangi dalam kurun waktu 2 (dua) hari. Beberapa hari setelah itu
tenaga kerja menyerahkan kronologis kecelakaan kerja, surat keterangan dokter,
surat keterangan dokter untuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja,
kwitansi biaya pengobatan, fotocopy kartu peserta Jamsostek kecelakaankerja,
presensi masuk di PG Pandjie Situbondo. Santunan untuk pengobatan dan
perawatan dokter kemudian akan di transfer terlebih dahulu melalui pihak
perusahaan dalam hal ini adalah PG. Pandjie Situbondo.

Dalam wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Musofa sclaku
karyawan PG. Pandjie Situbondo bagian SDM tanggal 20 Januari 2009,
menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pemberian santunan terhadap penderita
yang mengalami kecelakaan kerja di PG. Pandjie Situbondo yang menjadi kendala
terhambatnya pemberian santunan terscbut mengenai kurang lengkapnya data
administrasi yang akan diberikan kepada PT. Jamsostek Kantor Cabang
Banyuwangi. Seperti kasus kecelakaan kerja yang menimpa karyawan PG.

Pandjic Situbondo yang bernama Sukarsono dalam pengajuan klaim kecelakaan
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kerja ke pithak PT. Jamsostek mengalami kendala sehingga pembenian santunan
kecelakaan kerja menjadi terhambat.

Berdasarkan uraian diatas, serta data yang penulis peroleh dari PG. Pandjie
Situbondo berupa laporan kecelakaan Tahap I, laporan kecelakaan Tahap II, dan
surat keterangan dokter atas tenaga kerja yang bernama Sukarsono, menunjukkan
bahwa PG. Pandjie Situbondo telah melaksanakan kewajibannya untuk
memberkan jaminan kecelakaan kerja berupa santunan kepada peserta Jamsostek
yvang mengalami kecelakaan kerja. Hanya ada sedikit kendala yang terjadi ketika
dalam pengajuan klaim kecelakaan kerja tersebut mengenai kurang lengkapnya
data administrasi peserta Jamsostek vang mengalami kecelakaan kerja. Hal itu
terjadi karena kurang konsistennya pihak PG. Pandjie dalam memberikan
penjelasan kepada tenaga kerja dengan cara memberikan penyuluhan tentang
kelengkapan apa saja vang harus dicantumkan sehingga dalam pelaksanaan

pemberian santunan tersebut tidak mengalami keterlambatan.

3.2 Besarnya Pemberian Santunan bagi Peserta Jamsostek Program Jaminan
kecelakaan Kerja pada PG. Pandjie Situbondo

Jaminan dapat diperoleh dalam waktu singkat dengan catatan peserta
memenuhi persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan serta melengkapi
formulir pengajuan klaim seperti pelaporan mengenai kronologis kejadian, dan
persyaratan-persyaratan lain seperti KTP suami isteri, surat nikah, jika meninggal
ada surat kematian, dan surat keterangan ahli waris vang diperlukan kepada PT.
Jamsostek (Persero) Kantor Cabang Banyuwangi. Pihak-pihak yang terkait dalam
penyelesaian klaim jaminan kecelakaan kerja adalah tenaga kerja dan pengusaha.

PT. Jamsostek sebagai Badan Penyelenggara pemberian jaminan sosial
vang berkewajiban menanggung atau menjamin tenaga kerja dalam hal terjadinya
kecelakaan kerja. Depnaker/Disnaker, adalah pihak wakil dari pemenntah yang
bertugas sebagai pengawas di dalam pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja oleh
PT. Jamsostek (Persero) Kantor Cabang Banyuwangi dan pihak vang terlibat
langsung dalam menentukan besamya jaminan atau santunan yang akan
dibayarkan kepada pengusaha dan atau tenaga kerja atau ahli waris dari tenaga

kerja yang bersanghkutan.

‘ih_
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PT.  Jamsostek secbagai Badan Penyelenggara resmi  untuk
menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja mempunyai kewajiban
untuk meningkatkan pelayanan dalam rangka memberikan perlindungan dan
kesejahteraan tenaga kerja dan keluargannya. Berdasarkan wawancara dengan
Bapak Musofa selaku karyawan PG. Pandjie Situbondo bagian SDM tanggal 22
Januari 2009, menyatakan bahwa: “kewajiban PT. Jamsostek (Persero) Kantor
Cabang Banyuwangi atas klaim jaminan kecelakaan kerja bagi peserta jaminan
sosial tenaga kerja adalah menetapkan besarnya biaya santunan yang akan
diberikan sesuai dengan jenis kecelakaan dan akibat vang ditimbulkan dari
kecelakaan tersebut.

Besarnya santunan pada masing-masing  perusahaan  ditetapkan
berdasarkan klasifikasi atau golongan atau kelompok risiko perusahaan industri
yang bersangkutan. Perusahaan yang memiliki tingkat risiko yang rendah
berkewajiban membayar santunan yang rendah pula, sebaliknya perusahaan yang
memiliki tingkat risiko yang tinggi berkewajiban membayar santunan yang tinggi
pula.

Dalam hal santunan uang diberikan kepada tenaga kerja atau keluarganya,
pembayaran santunan ini pada prinsipnya diberikan secara berkala dengan maksud
agar tenaga kerja atau keluarganya dapat memenuhi sebagian kebutuhan hidupnya
secara berkala dapat juga secara sekaligus. Hal ini di maksudkan untuk
mendorong  kearah kegiatannya yang bersifat produktif dalam updya
meningkatkan kesejahteraannya,

Besamya jaminan kecelakaan kerja telah ditentukan dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan
Sosial Tenaga Kerja. Seperti yang sudah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya
tentang besarnya jaminan kecelakaan kerja yang berupa :

a. Santunan
1. Biaya santunan sementara tidak mampu bekerja;
2. Santunan cacat;
3. Santunan kematian.
b. Pengobatan dan perawatan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan untuk biaya

antara lain ;
l. Dokter:

2. Obat:

3. Operasi;
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Roentgen, laboratorium:
Perawatan puskesmas, rumah sakit umum kelas 1:
Gigi:
7. Mata.
¢. Biaya rehabilitasi harga berupa penggantian harga pembelian alat Bantu
(orthose) atau alat ganti (prothose) sebesar harga yang ditetapkan oleh pusat
rehabilitasi Prof. Dr. Suharso Surakarta dan ditambah 40 % (empat puluh
persen) dari harga tersebut.
d. Penyakit yang timbul karena hubungan kerja, yang besar santunan dan biaya
pengobatannya sama dengan yang dijelaskan di atas.
e. Ongkos pengangkutan tenaga kerja dari tempat kejadian kecelakaan kerja ke
rumah sakit diberikan penggantian biaya sebagai berikut :
L. Bilamana hanya menggunakan jasa angkutan darat/sungai maksimum
sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
2. Bilamana menggunakan jasa angkutan laut maksimal sebesar Rp 750.000,-
(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Bilamana hanya menggunakan jasa angkutan udara maksimal sebesar Rp
1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah) ( Zaeni Asyhadie, 2008 :
144).

ENR

Berdasarkan penjelasan dari Bapak Musofa selaku Karyawan PG. Pandjie
Situbondo tanggal 21 Januari 2009 bahwa persentase besamya pemberian
santunan bagi tenuga kerja PG. Pandjie Situbondo yang mengalami kecelakaan
kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh PT. Jamsostek dan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan besamnya
santunan yang diterima oleh tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja
berbeda antary tenaga kerja yang satu dengan yang lain sesuni dengan jenis
kecelakaan dan akibat yang ditimbulkannya.

Menurut - Peraturan  Pemerintah  Nomor 14 Tahun 1993 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pasal 47 huruf c
menyatakan bahwa apabila PT, Jamsostek terlambat atau melebihi waktu | {satu)
bulan setelah bukti dokumen pendukung lengkap dalam pembayaran jaminan
kecelakaan kerja, ia akan dikenakan ganti rugi schesar 1% dari jumlah jaminan
sesual dengan  ketentuan pemerintah  untuk sctiap hari keterlambatan dan
dibayarkan kepada tenaga kerja yang bersangkutan.

Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak untuk menerima
Jaminan kecelakaan kerja. Untuk mendapatkan jaminan kecelakaan kerja dan PT.
Jamsostek selaku Badan Penyelenggara program Jamsostek, terlebih dahulu

tenaga kerja yang bersangkutan harus terdaftar sebagai peserta  program
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Jamsostek. Berdasarkan keterangan yang terdapat dalam Pasal 5 Ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993, pengusaha wajib mendaftarkan
perusahaan dan tenaga kerjanya sebagai peserta program Jamsostek pada PT.
Jamsostek (Persero) dengan mengisi formulir yang disediakan oleh PT. Jamsostek
{Persero).

Berdasarkan keterangan yang terdapat dalam Pasal 9 Avyat (1) huruf a
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993, maka besamya iuran untuk program
jaminan kecelakaan kerja didasarkan atas kelompok jenis usaha adalah sebagai
berkut:

Kelompok 1 : 0,24 % dari upah sebulan:
Kelompok II  : 0,54% dari upah sebulan:
Kelompok II1 : 0,89% dari upah sebulan;
Kelompok IV : 1,27% dari upah sebulan:
Kelompok V. : 1,74% dari upah sebulan.

P oe

Menurut penjelasan dari Bapak Musofa selaku karyawan PG. Pandjic
Situbondo bagian SDM tanggal 22 Januari 2009 menyatakan bahwa dalam
pengelompokan diatas PG. Panjiie Situbondo dalam menentukan besarnya iuran
program jaminan kecelakaan kerja menggunakan kelompok 11 yaitu 0,54 % dari
upah sebulan tenaga kerja. Dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 14
Tahun 1993 Pasal 8 Ayat 1, 2, dan 4 menyatakan bahwa pengusaha berkewajiban
untuk melaporkan kepada PT. Jamsostek jika terjadi perubahan mengenai alamat
perusahaan, kepemilikan perusahaan, jenis atau bidang usaha, jumlah tenaga kerja
dan keluarganya serta besarnya upah setiap tenaga kerja. Laporan ini disampaikan
paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya perubahan, Dalam hal terjadinya
perubahan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak laporan diterima, PT.
Jamsostek wajib menerbitkan kartu peserta tenaga kerja baru, kecuali tenaga kerja
yang bersangkutan telah mempunyai kartu peserta.

Berdasarkan kasus kecelakaan kerja yang dialami oleh Sukarsono, pihak
perusahaan segera mengajukan klaim kepada PT. Jamsostek (Persero) Kantor
Cabang Banyuwangi. Sclanjutnya perusahaan menyerahkan data kelengkapan
administrasi dari penderita yang mengalami kecelakaan kerja. Dalam hal ini PT.
Jamsostek (Persero) Banyuwangi melakukan pemeniksaan dan penyelidikan
terhadap peristiwa kecelakaan kerja terscbut, mulai dari data-data dan dokumen-

dokumen pendukung lainnya, para saksi dan korban, karena syaral administrasi

.
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dirasakan kurang cukup sehingga pihak PT. Jamsostek tidak bisa membenkan
biaya santunan kepada penderita.

Berdasarkan uraian diatas, serta penjelasan dari Bapak Musofa selaku
karyawan dan PG, Pandjie Situbondo bagian SDM menyatakan bahwa besamya
santunan untuk jaminan kecelakaan kerja atas tenaga kenja yang bemama
Sukarsono, menunjukkan bahwa PG. Pandjie Situbondo telah melaksanakan
kewajibannya sesuai dengan ketentuvan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992

tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

3.3 Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Pemberian Santunan Program
Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Peserta Jamsostek pada PG. Pandjie
Situbondo

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Musofa selaku karvawan PG.
Pandjie Situbondo bagian SDM tanggal 22 Januan 2009 menvatakan bahwa:
“hambatan-hambatan dapat berwujud lambannya laporan kecelakaan kerja dan
juga sebagian besar kecelakaan kerja disebabkan oleh kelalaian dan kurang
kehati-hatian dari tenaga kerja tersebut dalam pemakaian alat pelindung din
dalam melaksanakan pekerjaannya. Menurut penjelasan Bapak Musofa biasanya
hambatan yang dihadapi adalah dari tenaga kerja itu sendin yang tidak
memperhatikan prosedur dari perusahaan untuk memakai pelindung diri hal itu
terjadi karena tingkat pendidikannya yang rendah. Seperti keterangan dari Bapak
Musofa bahwa tenaga kerja di PG. Pandjie Situbondo kebanyakan tingkat
pendidikannya rendah (SMA dan SLTP).

Adapun yang menjadi persoalan terhambatnya pembenian santunan
kecelakaan kerja pada PG. Pandjie Situbondo karena dalam menyerahkan data
kelengkapan administrasi dari tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja
kurang lengkap sehingga pemberian santunan menjadi terhambat. Kesalahan juga
bisa dilakukan olech pthak PT. Jamsostek yang ndak membentahukan atau
mengkonfirmasikan ke pihak Pabrik Gula Pandjie Situbondo atas kekurangan
kelengkapan administrasi sehingga pihak Pabnk Gula Pandjie Situbondo tidak

mengetahui kesalahannya.
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Menurut penjelasan dari Bapak Musofa selaku karyawan PG. Pandjie
Situbondo tanggal 21 Januari 2009, menyatakan bahwa faktor-faktor penghambat
pemberian santunan adalah sebagai bertkut :

1. Karena tingkat pendidikannya rendah;

2. Kewajiban dari Jamsostek tidak sesuai;

3. Jarak tempuh karena Kantor Jamsostek yvang berada di Banyuwangi:
4, Pemahaman tenaga kerja atas arti penting Jamsostek kurang.

Jika persyaratan-persyaratan tersebut tidak lengkap akan mengakibatkan
PT. Jamsostek terlambat untuk mengeluarkan penetapan atas jaminan kecelakaan
kerja, karena harus menunggu sampai pengusaha melengkapi persyaratan-
persyaratan tersebut. Oleh sebab itulah pembayaran santunan afas jaminan
kecelakaan kerja kepada tenaga kerja yang mengalami kecelakan kerja terlambat
untuk dilaksanakan.

Dalam perjalanannya PT. Jamsostek banyak mengalami hambatan dan
kendala. Pihak pengusaha sebagai penanggung jawab secara yundis formal dan
sosial sering menghindar oleh asumsi pertimbangan ekonomi biaya tinggi dalam
produksi.

Tak heran banyak perusahaan menghadapi masalah baru, ketika resiko
kerja itu muncul, Ketika tenaga kerja menuntut hak-haknya sebagai akibat dan
kecelakaan yang timbul dalam sebuah resiko pekerjaan, para pengusaha pun
sering berdalih dan sengaja untuk memenuhi kewajibannya sebagai pihak yang
bertanggung jawab langsung atas keselamatan pekerjaannya.

Terbatasnya  pengetahuan  tentang  hak-hak  peserta  Jamsostek
menyebabkan timbul berbagai masalah pengajuan klaim, penggantian biaya harus
melalui birokrasi yang berbelit, bahkan tak jarang perusahaan lepas tangan saat
karyawannya tertimpa kecelakaan ( www kanwil | blogspot.com, diakses tanggal
28 Januan 2009),

Peserta Jamsostek harus mengerti hak-hak dan kewajibannya sebagai
peserfa jaminan Sosial Tenaga Kerjn. Apabila masing-masing pihak baik
pengusaha ataupun tenaga kerja mengerti hak-haknya dan mau menjalankan
kewajibannya dengan penuh kesadaran, maka dapat mengurangi kendala-kendala

yang akan timbul kemudian,
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Dalam setiap bentuk perlindungan yang diberkan oleh pihak perusahaan
tidak semuannya berjalan dengan baik dan lancar. Adakalanya pihak perusahaan
yang menaungi tenaga kerja tersebut mengalami kendala terutama dalam hal
pengajuan klaim kecelakaan kerja yang dapat mengakibatkan tertundanya
pemberian santunan atau bahkan tidak terpenuhinnya hak-haknya itu,

Menurut penjelasan dari Bapak Musofa salaku karyawan PG. Pandjie
Situbondo bagian SDM, dalam kasus kecelakaan kerja yang dialami oleh tenaga
kerja PG. Pandjie Situbondo yang bernama Sukarsono, yang menjadi hambatan
dalam proses pemberian santunan tersebut karena kurang lengkapnya persyaratan
administrasi yang diberikan oleh penderita kepada pihak perusahaan. Sehingga
pihak PG. Pandjie Situbondo dalam mengajuan klaim kecelakaan kerja ke pihak
PT. Jamsostek (Persero) Kantor Cabang Banyuwangi mengalami kendala yang
mengakibatkan pemberian santunan tersebut mengalami keterlambatan.

Berdasarkan uraian diatas serta data vang penulis peroleh di PG. Panjie
Situbondo mengenai kasus Sukarsono yang mengalami kecelakaan kerja
membuktikan bahwa kesalahan tidak hanya berada di pihak PG. Pandjie
Situbondo tetapi juga bisa berada di pihak tenaga kerja yang kurang lengkap
dalam memberikan data administrasinva. Sehingga dalam mengajukan klaim
kecelakaan kerja ke pihak PT. Jamsostek (Persero) Kantor Cabang Banyuwangi
mengalami kendala yang mengakibatkan pihak PT. Jamsostek (Persero) tidak
segera mengeluarkan biaya santunan kepada tenaga kerja karena Kurang

lengkapnya persyaratan administrasi yang diberikan,

-
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PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya dalam kaitannva dengan pokok
permasalahan yang ada, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan
sebagai berikut :

I.  Pelaksanaan pemberian santunan di PG. Pandjie Situbondo sesuai dengan
ketentuan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan
Sosial Tenaga Kerja telah di laksanakan sesuai dengan kewajiban yaitu
dengan memberikan jaminan kecelakaan kerja berupa perggantian santunan
kepada peserta Jamsostek yang mengalami kecelakaan kerja.

2. Besarnya pemberian santunan untuk jaminan kecelakaan kerja atas tenaga
kerja yang bemama Sukarsono menunjukkan bahwa PT. Jamsostek
(Persero) Kantor Cabang Banyuwangi dalam memberikan besamya klaim
yang diterima oleh tenaga kerja disesuaikan dengan tingkat resiko
kecelakaan kerja yang menimpa para peserta Jamsostek yaitu berupa
penggantian biaya pengobatan dan perawatan,

3. Adapun hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemberian santunan
peserta Jamsostek pada PG. Pandjie Situbondo itu dari peserta Jamsostek
sendiri yang kurang melengkapi persyaratan administrasi dalam pengajuan
klaim kecelakaan kerja yang diajukan kepeda pihak PT. Jamsostek (Persero)
Kantor Cabang Banyuwangi.

4.2 Saran
Bertitik tolak pada rumusan masalah maka penulis memberikan beberapa
saran sebagai berikut:

I. Dalam pelaksanaan pemberian santunan bagi peserta Jamsostek, PG.
Pandjie Situbondo perlu adanya perbaikan dalam meningkatkan pelayanan
di bidang jaminan kecclakaan kerja. Terutama dalam hal memberikan

perlindungan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja melalui program

Jamsostek,

38 -q
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PT. Jamsostek (Persero) hendaknya dalam pemberian biaya santunan bagi
peserta Jamsostek yang mengalami kecelakaan kerja perlu ditingkatkan
dengan menambah biava pengobatan dan perawatan yang sekarang ini
bertambah mahal.

PG. Pandjie Situbondo dalam mengatasi hambatan-hambatan itu sendin
hendaknya perlu melakukan penyuluhan pada peserta Jamsostek, apa saja
persyaratan administrasi yang belum lengkap sehingga dapat teratas

terlambatnya dalam pemberian santunan.
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23 Desember 2008
Penhal liin Penelitian

Yth DIREKSI PT. PERKEBUNAN NI ISANTARA X1 (PERSERO)
JI MERAK NO |
SURABAYA

Dengan Hormat, Pembantu Dekan | Fakultus Hukum Universitus  Jember menghadapkan kepada

Saudara seorang mahasiswa

Nama [ITIS FAJARSARI WIDIANA
NIM 40710101139

Program S 1 Hmu Hokum

Alumal I Jawa 1T IVNO.T Jember
Keperluan Penelitian Tentang Masalab

NNJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBERIAN SANTUNAN BAGI

PESERTA JAMSOSTEK PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA
PADA PG. PANJI SITUBONDO

Sehubungan dengan hal tersebut di atas mohon bantuan untuk memberikan data-data vang diperlukan

kepada mahasiswa terscbut, karena hasil dari konsultas i digunakan untuk melengkapi bahan
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Nomor :AC-Rupa2/08.177 Surabaya, 9 Januari 2009

Yth, DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
Ji. Kalimantan No.37 Kampus Tegalboto
JEMBER - 68121

PERMOHONAN 1JIN PENELITIAN

Berdasarkan surat Saudara nomor : 4633/H25.1.1 /PS.8/2008 tanggal 23 Desember 2008
hal ljin Penelitian ,dengan ini diberitahukan bahwa Direksi PT Perkebunan Nusantara XI
(Persero) memberi ijin kepada

TITIS FAJARSARI WIDIANA  NIM 040610574

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember untuk melaksanakan ijin Penelitian
di PG Pandjie PT Perkebunan Nusantara XI (Persero)

Adapun ketentuan-ketentuan yang harus ditaati adalah sebagal berikut

1. Waktu untuk melaksanakan Penelitian mulal 12 Januari sd 12 Februar 2009

2. Pemondokan untuk kuliah kerja tidak disediakan oleh PTPN Xl

3. Biaya yang dikeluarkan untuk keperiuan tersebut tidak menjadi tanggungan
PTP N XI.

4. Tidak diperkenankan mengambil data yang berhubungan dengan keuangan dan
rahasia Perusahaan

5. Setelah selesai melaksanakan Penelitian selambat-lambatnya 2 (dua) bulan , yang
bersangkutan wajib mengirimkan ringkasan hasil Penelitian yang telah diketahui oleh
Administratur PG Pandjie serta disahkan oleh Dosen Pembimbing kepada
PT Perkebunan Nusantara XI (Persero) dalam hal ini ke Sumber Daya Manusia -
Jalan Merak Nomor : 1 Surabaya

Demikian untuk perhatiannya.

PT PERKEBUN NUSANTARA X{PERSEROQ)
\ e

_—

Tindasan:
- Administratur PG Pandjie
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 1969
TENTANG
KETENTUAN-KETENTUAN POKOK MENGENAI TENAGA KERJA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang: a. bahwa tenaga kerja merupakan modal wtama serta pelaksanaan dari
pada pembangunan maasyarukat Pancasila:
b. bahwa tujuan terpenting dari pada pembangunan masyarakat tersebut

adalah kesejahteraan rakyat termasuk tenaga kerja;

L
4

bahwa tenaga kerja sebagai pelaksana pembangunan harus dijamin
haknya, diatur kewajibannya dan dikembangkan daya gunanya;
d. bahwa berhubung dengan itu perlu diadakan Undang-undang vang

memuat ketentuan-ketentuan pokok lentang tenaga kerja.

Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (1), 20 ayat (1), 27 ayat (2) dan Pasal 28 Undang-undang
Dasar 1945

Ketetapan  Majelis Permusyawaratan  Rakyat  Sementara No.
XXI/MPRS/1966, No. XXITI/MPRS/1966 Pasal 6,8,9,10 dan 14 dan
No. XXVII/MPRS/1966 Pasal 2.

&

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG KETENTI 'AN-KETENTUAN POKOK MENGENA]
TENAGA KERJA



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

BAB 1
PENGERTIAN DAN AZAS.
Pasal 1
Tenaga kerja adalah tiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun
di luar hubungan kerja guna menghasil- {2) Pemerintah mengatur penycbaran tenaga
kerja sedemikian rupa sehingga memberi dorongan kearah penyebaran tenaga kerja.
Pasal 2
Dalam menjalankan Undang-undang ini serta peraturan-peraturan pelaksanaannya, tidak
boleh diadakan diskriminasi.
BAB 11
PENYEDIAAN, PENYEBARAN DAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA.
Pasal 3
Tiap tenaga kerja berhak atas pekerjaan dan penghasilan vang layak bagi kemanusian.
Pasal 4
Tiap tenaga kerja bebas memilih dan atay pindah pekerjaan sesuai dengan bakat dan
kemampuannya.

Pasal §

(1)} Pemerintah mengatur penyediaan tenaga kerja data kwantitas dan kwalitas yang
memadai.

(2) Pemerintah mengatur penyebaran lenaga-kerja sedemikian rupa sehingga memberi
dorongan kearah penyebaran tenaga kerja yang effisien dan effektif

(3) Pemerintah mengatur penggunaan lenaga kerjo secara penuh dan produktif untuk
mencapai kemanfaatan yang sebesar-besarnya dengan menggunakan prinsip "tenaga
Kerja yang tepat pada pekerjaan yang tepat”.

BAB 111
PEMBINAAN KEAHLIAN DAN KEJURUAN.
Pasal 6
Tiap tenaga kerja berhak atas pembinaan keahlian dan kejuruan untuk memperoleh serta

menambah keahlian dan ketrampilan kerja sehingga potensi dan daya kreasinya dapa
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diperkembangkan dalam rangka mempertinggi kecerdasan dan ketangkasan kerja sehagai
bagian yang tak dapat dipisahkan dari pembinaan bangsa.

Pasal 7
Pembinaan keahlian dan kejuruan tenaga kerja disesuaikan dengan perkembangan tehnik,
tehnologi dan perkembangan masyarakat pada umumnya.

Pasal 8
Pemerintah mengatur pembinaan keahlian dan kejuruan tersebut pada pasal-pasal 6 dan 7.

BAB IV
PEMBINAAN PERLINDINGAN KERJA.

Pasal 9
Tiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan, kesehatan, kesusilaan,
pemeliharaan moral kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabal manusia dan
moral agama.

Pasal 10
Pemerintah membina perlindungan kerja yang mencakup:
a. Norma keselamatan kerja:
b. Norma kesehatan kerja dan hygicne perusahaan;
¢. Norma kerja;

d. Pemberian ganti kerugian, perawatan dan rehabilitasi dulam hal kecelakaan kerja.

BAB YV
HUBUNGAN KETENAGA-KERJAAN.

Pasal 11
(1) Tiap tenaga kerja berhak mendirikan dan menjadi anggota perserikatan lenaga kerja.
(2) Pembentukan perserikatan tenaga kerja dilakukan secara demokratis,

Pasal 12
Perserikatan tenaga kerja berhak mengadakan perjanjian perburuhan dengan pemberi
kenja.

Pasal 13

Penggunaan hak mogok, demonstrasi dan lock out diatur dengan peraturan perundangan,
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Pasal 14
Norma pemutusan hubungan kerja dan penyclasaian perselisihan perburuhan diatur
dengan peraturan perundanpan,

Pasal 15
Pemerintah mengatur penyelenggaraan pertanggungan sosial dan bantuan sosial bagi

tenaga kerju dan keluarganya.

BAB VL.
PENGAWASAN PELAKSANAAN,
Pasal 16
Guna menjamin pelaksanaan pengaturan ketenaga-kerjaan menurut Undang-undang ini
serta peraturan-peraturan pelaksanaannya, diadakan suaty sistim pengawasan tenaga
kerja.
BAB VIL
KETENTUAN PENUTUP,
Pasal 17

(1) Pelaksanaan ketentuan tersebut pada pasal-pasal di atas diatur lebih lanjut dengan
peraturan perundangan.

(2) Peraturan perundangan tersebut pada ayat (1) dapat memberikan ancaman pidana atas
pelanggaran peraturannya dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atay
denda sctinggi-tingginya Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah).

(3) Tindak pidana tersebut adalah pelanggaran.

Pasal 18
Selama peraturan perundangan untuk melaksanakan ketentuan dalam U ndang-undang ini
belum dikeluarkan, maka peraturan dalam bidang ketenaga-kerjaan yang ada pada waktu
Undang-undang ini mulai berlaku, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
Undang dengan Undang-undang ini.

Pasal 19
Undang-undang ini disebut "Undang-undang Pokok Tenaga Kerja" dan mulai berlaky

pada hari diundangkan. Agar supaya set tap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
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pengundangan Undangundangan ini  dengan penempatan  dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

Pada tanggal 19 Nopember 1969

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.

SOEHARTO Jenderal T.N.L

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 19 Nopember 1969

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA
td

ALAMASYAH Mayor Jenderal T.N.L.

Sy
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1992
TENTANG
JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dilaksanakan
dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan
masyarakat Indonesia seluruhnya, untuk mewujudkan suatu masyarakat yang
sejahtera, adil, makmur dan merata baik materiil maupun spiritual;

b. bahwa dengan semakin  meningkatnya peranan tenaga kerja  dalam
perkembangan pembangunan nasional di selurub tanah air dan semakin
meningkatnya penggunaan teknologi di berbagai sekior, kegiatan usaha dapat
mengakibatkan semakin tinggi resiko yang mengancam  keselamatan,
keschatan dan kesejahteraan tenaga kerja schingga perlu upaya peningkatan
perlindungan tenaga kerja;

¢. bahwa perlindungan tenaga kerja yang melakukan pekerjaan baik dalam
hubungan kerja maupun diluar hubungan kerja melalui program jaminan sosial
tenaga kerja selain memberikan ketenangan kerja juga mempunyai dampak
positil’ terhadap usaha-usaha peningkatan disiplin dan produktivitas tenagn
kerja;

d. bahwa Undang-undang Nomor 2 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunnya
Undang-undang Kecelakaan Tahun 1947 Nomor 33 dari Republik Indonesia
untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 3) dan
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977 tentang Asuransi Sosial Tenaga
Kerja (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3112) belum mengatur secara lengkap jaminan sosial tenaga kerja
serta tidak sesuai lagi dengan kebutuhan:
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e.

bahwa untuk mencapai maksud tersebut perlu ditetapkan undang-undang yang
mengatur penyclenggaraan jaminn sosial tenaga kerja.

Mengingat :

L5

e

Pasal 5 ayal (1), Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 27 ayai(2) Undang-Undang Dasar
1945;

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pemvataan berlakunya
Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari
Republik Indonesia untuk seluruh Indoncsia (Lembaran Negara Tahun 195]

Nomor 4);

. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan pokok

mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2912):

Undang-undang Nomor | Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran
Negara Tahun 1970 Nomor | Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918):
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan
di Perusahaan (Lembaran Negara tahun 1981 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3201),

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN

Menctapkan :
UNDANG-LUINDANG TENTANG JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
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[ )
"

BAR |
KETENTUAN UMUM
Pasal |

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:
Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja
dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti  sebagian  dan
penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat
peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenagn kerja berupa kecelakaan
kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.
Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di
dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atay barang
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Pengusaha adalah:
a.  Orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan

milik sendiri:
b. Orang, persckutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri

menjalankan perusahaan bukan miliknva;
€. Orang, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia dalam

huruf & dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
Pengusaha adalah setiap bentuk badan usaha yang mempekerjakan tenaga
kerja dengan tujuan mencari untuk atau tidak. baik milik swasta maupun milik
Negara,
Upah adalah suatu pencrimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada tenaga
kerja untuk sesuatu pekerjaan yang lelah atau akan dilakukan, dinyatakan atay
dinilai dalam bentuk uang ditetapkan menurut suatu perjanjian, atau peraturan
perundang undangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara
pengusaha dengan tenaga kerja, termasuk tunjangan baik untuk tenaga kerja
sendiri maupun keluarganya.
Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjdi berhubung dengan hubungan
kerja, termasuk penyakit yang timbul Karen hubungan kerja, demikian pula
kecelakan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat

kerja, dan pulang ke rumah melaluj jalan yang biasa atau wajar dilalui.
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7. Cacat adalah keadaan hilang atau berkurangnya fungsi anggota badan ving
secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan hilang atau berkurangnya
kemampuan untuk menjalankan pekerjaan,

8. sakit adalah setiap pangguan keschatan yang memerlukan pemeriksaan,
pengobatan, dan/ atau perawatan,

Y, Pemeliharaan Kkeschatan adalah upaya penanggulangan dan pencegahan
gangguan kesehatan vang memerlukan pemeriksaan, pengobatan, dan/ atay
perawatan termasuk kehamilan dan persalinan.

10. Pegawai Pengawas ketenagakerjaan adalah pegawai teknis berkeahlian khusus
dari Departemen Tenaga Kerja vang ditunjuk oleh Menteri.

I1. Badan Penyelenggara adalah badan hukum yang bidang usahanya
menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja.

I2. Menteri  adalah  Menteri yang bertanggung jawab  dalam bidang

ketenagakerjaan.

Pasal 2
Usaha sosial dan usaha-usaha lin yang tidak berbentuk perusahaan diperlakukan
sama dengan perusahaan, apabila mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang
lain sebagaimana layaknya perusahaan mempekerjakan tenaga kerja,

BAB 11
PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
Pasal 3
I. Untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja  diselenggarakan
program jaminan sosial tenaga kerja yang pengelolaannya dapat dilaksnakn
dengan meknisme asuransi.

fnd

Setiap tenaga kerja berhak atas jaminan sosial tenaga kerja.

Pasal 4
I. Program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
wajib dilakukan oleh setiap perusahaan bagi tenaga kerja vang melakukan
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pekerjaan di dalam hubungan kerja sesuai dengan ketentuan Undang-undang
ini.

2. Program jaminan sosial tenaga kerja bagi tenaga kerja vang melakukan
pekerjaan di lvar hubungan kerja diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.

3. Persvaratan dan tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga
kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan
Peraturan pemerintah,

Pasal 5
Kebijakan dan pengawasan umum program jaminan sosial tenaga kerja ditetapkan

dengan Peraturan Pemerintah.

BAB Il
PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
Bagian Pertama
Ruang Lingkup
Pasal 6
I. Ruang lingkup program jaminan sosial tenaga kerja dalam Undang-undang ini
meliputi:
a. Jaminan Kecelakaan Kerja;
b. Jaminan Kematian;
¢. Jaminan Hari Tua;
d. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan,
2. Pengembangan program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud

dalam atau (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 7
I. Jaminan sosial tenaga Kkerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
diperuntukkan bagi tenaga kerja.
2. Jaminan sosial tenaga kerja scbagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d
berlaku pula untuk Keluarga lenaga Kerja.

-
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Bagian Kedua
Jaminan Kecelakaan Kerja
Pasal 8
I. Tenaga kerja yang tertimpa  kecelakaan kerja berhak menerima juminan
Kecelakaan Kerja.
2. Termasuk tenaga kerja dalam Jaminan Kecelakaan Kerja ialah:
4. magang dan murid yang bekerja pada usahaan haik yang menerima upah
maupun tidak;
b. mercka vang memborong pekerjaan kecuali jika yang memborong adalah
perusihaan;
¢. marapidana yng dipekerjakan di perusahan,

Pasal 9

Jaminan Kecelakaan Kerja scbagaimana dimaksud dalam Pasal & ayat (1)
meliputi:
. biaya pengangkutan:
b. biaya pemeriksaan, pengobatan, dan/atau perawatan:
¢.  biaya rehabilitasi:
d. santunan berupa uang yang meliputi:

I. santunan sementara tidak mampu bekerja;

2. santunan cacat sehgian untuk selama-lamanya;

3. santunan cacat total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental:

4. santunan kematian.

Pasal 10
I. Pengusaha wajib melaporkan kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerja
kepada Kantor Departemen Tenaga Kerja dan Badan Penyelenggaraan dalam
wakitu tidak lebih dari 2 kali 24 jam.

bl

Pengusaha wajib melaporkan kepada Kantor Departemen Tenaga Kerja dan
Badan Penyelenggaraan dalam waktu tidak lebih dari 2 kali 24 jam setelah
lenaga kerja yang tertimpa kecelaksan oleh dokter yang merawatnya

dinyatakan sembuh, cacat aatay meninggal dunia.
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Bt

Pengusaha wajib mengurus hak tenaga kerja vang tertimpa kecelakaan kerja
kepada Badan Penyelenggara sampai memperoleh hak-haknya.

Tata cara dan bentuk laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan avat
(2) ditetapkan olch Menteri.

Bagian Ketiga
Jaminan Kemaitian

Pasal 12

. Tenaga kerja yang meninggal dunia  bukan  akibat kecelakaan Kerja,

keluarganya berhak atas Jaminan Kematian,
Jaminan Kematian schagaimana diamksud dalam ayat (1) mweliputi:
a. biaya pemakaman;

b, santunan berupa uang.

Pasal 13

Urutan penerima yang diotamakan dalam pembayaran santunn kematin dan

Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d butir 4 dan Pasal

2 ialah:

a. jonda atau duda:
b. anak;

€, orang tua;

d. cucu;

€. kakek atau nenck:
f. saudara kandung;

£. mertua.

Bagian Keempat
Jaminan Hari Tua
Pasal 14
Jaminan Hari Tua dibavarkan sccara sekaligus, atau berkala, atau scbagian dan
berkala, kepada tenaga kerja karena:

a. teluh mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun, atay

y
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Pt

Pd

b. cacat total tetap setelah ditetapkn oleh dokter.
Dalam hal tenaga keria meninggal dunia. Jaminan Hari Tua dibavarkan
kepada janda atau duda atau anak yatim piatu.

Bagian Kelima
Jaminan Pemeliharaun Keschatan
Pasal 16
Tenaga kerja, suami atau istri, dan anak berhak  memperoleh jaminan
Pemeliharaan Kesehatan
Jaminan Pemeliharaan Keschatan meliputi:
a. rawal jalan tingkat pertama:
b. rawat jalan tingkat lanjutn;
€. rawat inap;
d. pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinn:

penunjang diagnostic:

n

f. pelayanan khusus:

8. pelayanan gawat darurat.

BAB IV
KEPERSERTAAN

Pasal 17

Pengusaha dan tenaga kerja wajib ikut serta dalam program jaminan sosial tenaga

kerja.

L.

Pasal I8
Pengusaha wajib memiliki daftar lenaga kerja beserta keluarganya, dafiar upah
beserta perubahan-perubahan dan daftar kecelakaan kerja di perusahaan atau
bagian perusahaan yang berdiri sendiri.
Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam avat (1), pengusaha wajib
menyampaikan data ketenagakerjaan dan data perusahaan yang berhubungan
dengan penyelenggaraan program jaminan sosial lenaga kerja kepada Badan

Penyelenggara.
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. Apabila pengusaha dalam menyampaikan data sebagaimana dimaksud dalam
avat (2) terbukti tidak benar, sehingga mengakibatkan ada tenaga kerja yang
tidak terdaflar sebagai peserta program jaminan social tenaga kerja, maka
pengusaha wajib memberikan Undang-undang ini.

Apabila pengusaha dalam menyampaikan data sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2) terbukti tidak benar, sehingga mengakibatkan kekurangan
pembayaran jaminan kepada tenaga kerja. maka pengusaha wajib memenuhi
kekurangan jaminan terscbut.

Apabila pengusaha dalam menyampaikan data sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2) terbukli tidak benar, sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran
jaminan, maka pengusaha wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada
Badan Penyelenggara.

Bentuk daflar tenaga kerja, daftar upah, daftar kecelakaan kerja yang dimuat
dalam buku, dan tata cara penyampaian data ketenagakerjan sebagaimana

dimaksud dalam avat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 19
Pentahapan kepesertaan program jaminan sosial tenaga kerja ditetapkan
dengan Peraturan Pemerintah.
. Dalam hal perusahaan belum ikut serta dalam program jaminan sosial tenaga
kerja discbabkan adanya pentahapan kepesertaan sebagaimana diamksud
dalam ayat (1), maka pengusaha wajib memberikan Jaminan Kecelakaan
Kerja kepada tenaga kerjanya sesuai dengan Undang-undang ini.
. Tata cara pelaksanan hal tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
ditetapkan oleh Menteri.

BABYV
TURAN, BESARNYA JAMINAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 20
luran Jaminan Kecelakaan Kerja, iuran Jaminan Kematian, dan juran Jaminan
Pemeliharaan Keschatan ditanggung oleh pengusaha.

luran Jaminan Hari Tua ditanggung oleh pengusaha dan tenaga kerja.
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Iasal 21

Besamya iuran, tata cara, syarat pembayaran, besammya denda, dan bentuk iuran

program jaminan sosial tenaga kerja ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

[t

Pasal 22

. Pengusaha wajib membayar juran dan melakukan pemungutan iuran yang

menjadi kewajiban tenaga kerja melalui pemotongan upah tenaga kerja seria
pembayaran kepada Badan Penyelenggarn dalam waktu vang ditetapkan
dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam hal keterlambatan pembayaran juran sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah,

Pasal 23

Besamya dan tata cara pembayaran Jaminan Kecelakan Kerja, Jaminan Kematian,

Jaminan Hari Tua, dan tata cara pelayanan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

P

Pasal 24
Perhitungan besarnya Jaminan Kecelakan Kerja yang harus dibavarkan kepada
tenaga kerja dilakukan oleh Badan Penyelenggara sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku,
Dalam hal perlindungan besarnya Jaminan Kecelakaan Kerja tidak sesuai
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dala avat (1), maka Pegawai
Pengawasan Ketenagakerjaan menghitung kembali dan menetapkan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
menteri menetapkan kecelakaan kerja, dan besamya jaminan vang belum
tercantum dalam peraturan pelksanaan Undang-undang ini.
Perbedaan pendapat dan perhitungan besamva jumlah Jaminan Kecelakaan
Kerja sebagaimana dimaksud dala ayal (1) penyelesaiannya ditetapkan oleh
Menteri,
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BAR VI
BADAN PENYELENGGARA
Pasal 25

. Penyvelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja dilakukan oleh Badan
Penyelenggara.

2. Badan Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Badan
Usaha Milik Negara yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

3. Badan Usaha Milik Negara sebagaiman dimaksud dalam ayat (2), dalam
melaksnakan fungsi dan tugasnya mengutamakan pelayanan kepada peserta
dalam rangka peningkatan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja
beserta keluarganya.

Pasal 26
Badan Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), wajib

membayar jaminan sosial tenaga kerja dalam waktu tidak lebih dari 1 (satu) bulan.

Pasal 27
Pengendalian terhadap penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja oleh
Badan Penyelenggara sebagaimaana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan oleh
Pemerintah. sedangkan dalam pengawasan mengikut sertakan unsur pengusaha
dan unsur tenaga kerja, dalam wadah yang menjalankan fungsi pengawasan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yvang berlaku.

Pasal 28
Penempatan investasi dan pengelolaan dana program jaminan sosial tenaga kerja

oleh Badan Penyelenggara diatur dengan Peraturan Pemerintah.
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BAB VII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 29

| barang siapa tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1); Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3); Pasal 18 ayat (1), ayat (2),
ayat (3), ayat (4), dan ayat (5); Pasal 19 ayat (2); Pasal 22 ayat (1); dan Pasal
26, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau
denda setinggi-tingginya Rp50,000, - (lima puluh juta rupiah).

2. Dalam hal pengulangn tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
untuk kedua kalinya atau lebih setelah putusan akhir telah memperoleh
kekutan hukum tetap, maka pelanggran tersebut dipidana kurungan selama-
lamanya 8 (delapan) bulan.

3. Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran,

Pasal 30
Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagimana dimaksud dalam Pasal 29
ayat (1) dan ayat (2) terhadap pengusaha, tenaga kerja, dan Badan Penyelenggara
vang tidak  memenuhi  ketentuan Undang-undang ini dan peraturan
pelaksanaannya dikenakan sanksi administrasi, ganti rugi, atau denda yng akan

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII
PENYELIDIKAN
Pasal 31
I. Selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia juga kepada pejabat
Pegawal Negari Sipil tertentu di Departemen yang tugas dan tanggung
jawabnya meliputi ketenagakerjaan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 198] tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negaara Tahun 1981 Nomor 76), tambahan
Lembaran tindak pidana sehagimana diatur dalam Undang-undang ini.
2. Penyidik sebagaimn dimaksud dalam ayat (1) berwenang:
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lakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan
gan tindak pidana di bidang jaminan sosial tenaga kerja;

lakukan penelitian terhadap orang atau badan yang diduga melakukan
lak pidan di bidang jaminan sosial tenaga kerja.

minta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan sehubungan
gan peristiwa tindak pidana di bidang jaminan sosial tenga kerja:
lakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang
ti dan melakukan penyitaan terhadap barang yang dapat dijadikan
ang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang jaminn sosial tenaga
a;

lukukan tindakan pertam pda saat di tempat kejadian schubungan
gan tindak pidana di bidang jaminan sosial tenaga kerja.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 32
pembayaran jaminan yang telah diterima oleh yang berhak tindak dapat
nbali.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33
peraturan perundng-undangan sebagai pelaksana Undang-undang ini
dikeluarkan, maka semua peraturan  perundang-undangan yang
Ir program suransi sosial tenaga kerja dan penyelenggaraannya yang
la waktu Undang-undang ini mulai berlaku, tetap berlaku sepanjang
rtentangan dengan Undang-undang ini.
peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan Undang-undang
im  dikeluarkan, maka perusahaan yang telah menyelenggarakan
) asuransi socsal tenaga kerja dan jaminan sosial tenaga kerja lainnya

:laksanakannya.
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kerja yang telah menjadi tertanggung atau peserta dalam program
i sosial tenaga kerja dan jaminan sosial tenaga kerja lainnya dengan
nya Undang-undang ini tidak boleh dirugikan.

BAB X1
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34
nulai berlakunya Undang-undang ini, maka Undang-undang Nomor 2
| tentang Peryataan Berlakunya Undang-Undang Kecelakaan Tahun
or 33 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia (Lembaran
un 1951 Nomor 3) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 35
dang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang
nya. memerintahkan pengundangan Undang-undang ini  dengan
mya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Pebruari 1992
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakna
Pada tanggal |7 Pebruari 1992
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1992 NOMOR 14
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG
KETENAGAKERJAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

a. bahwa pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan

manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat yang s¢jahtera,
adail. makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
. bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai
peranan dan kedudukan yang sngat penting sebagai pelaku dan tujuan
pembangunan;

bahwa sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan
pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan
peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga
kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan:

- bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-
hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan
tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan
pekerja/buruh dan keluargannya dengan tetap memperhatikan perkembangan
kemajuan dunia usaha;

- bahwa beberapa undang-undang di bidang ketenagakeriaan dipandang sudah
sesuai lagi dengan kebutuhan dan tuntutan pembangunan ketenagakerjaan,
oleh karena itu perlu dicbut dn/atau ditrik kembali:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b, ¢, d,
dan ¢, perlu membentuk Undang-undang tentang Ketenagakerjaan.
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Mengingat:
Pasal § ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, dan Pasal 33
ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Dengan persctujuan bersama antara

DEWAN PERWAKILN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

DAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG KETENAGAKERJAAN
BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal |

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

I Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja
pada waktu schelum, selama, dan sesudah masa kerja.

L

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna
menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri
maupun untuk masyarakat.

b Pekerja/ buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau
imbalan dalam bentuk lain.

. Pemberi kerja adalah perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-
badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau
imbalan dalam bentuk lain,

. Pengusaha adalah:
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10.

1

a. orang perseorangan, persckutuanatau badan hukum yang menjalankan
suatu perusahaan milik sendiri;

b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri

sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;

orang perseorangan. persckutuan, atau badan hukum yang berada di

L

Indonesia mewakili perusahaan scbagaimana dimaksud dalam huruf a dan
b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Pengusaha adalah:

a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak. milik orang
perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik
swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan
membyar upah atau imbalan dalam bentuk lain;

b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan
mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam
bentuk lain.

Perencanaan tenaga kerja adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan

secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan

kebijakan, strategi, dan pelaksanasan program pembangunan ketenagukerjaan
vang berkesinambungan,

Informasi ketenagakerjaan adalah gabungan, rangkaian, dan analisis data vang

berbentuk angka yang telah diolah, naskah dan dokumen yang mempunyai

arti, nilai dan makna tertentu mengenai ketenagakerjaan.

- Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh,

meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas,
disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat ketrampilan dan keahlian tertentu
sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.

Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu vang mencakup
aspek pengetahuan, ketrampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar
vang ditetapkan.

- Pemagangan adalah bagian dari system pelatihan kerja yang disclenggarakan

secarn (erpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara
langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh
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4.

15.

18.

19,

yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barng dan/ atau jasa di
perusahaan, dalam rangka menguasai ketrampilan atau kehlian tertentu.

. Pelayanan penempatan tenaga kerja adalah kegiatan untuk mempertemukan

tenaga kerja dengan pemberi kerja, schingga tenaga kerja dapat memperoleh
pekerjaan yang sesuai dengan bakat. minat. dan kemampuannya, dan pemberi
kerja dapat memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya.
Tenaga kerja asing adalah warga Negara asing pemegang visa dengan maksud
bekerja di wilavah Indonesia,

Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja’buruh dengan pengusaha atau
pemberi kerja yang memual syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para
pihak.

Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh
berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan
perintah.

- Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara

pelaku dalam proses produksi barang dan/ atau jasa vang terdiri dari unsur
pengusaha, pekerja’buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

- Serikat pekerja/ serikat buruh adalah organisasi vang dibentuk dari, oleh. dan

untuk pekerja/ buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang
bersifat bebas. terbuka. mandiri. demokratis, dan bertanggung jawab guna
memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan, membela
serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan
kesejahteraan pekerja/buruh dan keluargannya.

Lembaga kerjasama bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi
mengenai  hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu
perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja/buruh
vang sudah tercatat instnsi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan
atau unsur pekerja’buruh.

Lembagn kerja sama tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan
musyawarah tening masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari
unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja/buruh, dan pemerintah.
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an perusahaan adalah peraturan yvang dibuat secara tertulis olch
aha yang memuat syarat-syaral kerja dan tata tertib perusahaan.
ian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan
serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh
rcatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan
pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha
emuat svarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.
sihan  hubungan  industri  adalah  perbedaan  pendapat  vang
dbatkan pertentangan antara pengusaha atau pabungan pengusaha
pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat  buruh karena adanya
ihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan
san hubungan kerja serta perselisihan antara serikat pekerja/serikat
ianyva dalam satu perusahaan.
kerja adalah tindakan pekerja/burubh  yang direncanakan dan
nakan secara bersama-sama dan/atau oleh serikat pekerja/serikat buruh
nenghentikan atau memperlambat pekerjaan.
pan perusahaan (fock owr) adalah tindakan pengusaha untuk menolak
/buruh seluruhnya atau sebagian untuk menjalankan pekerjaan.
san hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu
lentu yang mengakibatkan berakhimya hak dan kewajiban antara
Mburuh dan pengusaha.
dalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun,
ari adalah waktu antara pukul 06.00 sampai dengan pukul 18.00.
hari adalah waktu selama 24 (dua puluh empat) jam,
gu adalah waktu selama 7 (tujuh) hari.
dalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinytakn dalam bentuk
schagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada
a/buruh yang ditetapkan dn dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja,
atan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi
/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/ atau jasa yang telah
in dilakukan.
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weraan pekerjaburuh adalah suatu pemenuhn kebutuban dan/atau
an yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam mupun di luar
an kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapt mempertinggi
ifitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan schat.

asan ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan
naan peraturan perundang-undangan di bidang ksetenagakerjan.
 adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
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PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 1993

TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM
JAMINAN TENAGA KERJA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992
tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, diperlukan adanya ketentuan yang
mengatur penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja;

b. bahwa sechubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu menctapkan
Peraturan Pemerintah mengenai Penyelenggaraan program jaminan sosial

tenaga kerja.

Mengingat:

I, Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3468).

MEMUTUSKAN:
Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA.
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Bagian Kedua
Tata Cara Pendaftaran Kepersertaan
Pasal 5

Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) wajib
mendaftarakan perusahaan dan tenaga kerjanya sebagai peserta program
jaminan social tenaga kerja pada Badan Penyelenggara dengan mengisi
formulir yang discdiakan oleh Badan Penyelenggara.

Pengusaha harus menyampaikan formulir jaminan social tenaga kerja
sebagaimana dimaksud dalam ayal (1) kepada Badan Penyelenggara sclambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) dari sejak diterimanya formulir dari Badan
Penvelenggara.

Bentuk formulir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan olch

Menteri.

Pasal §

Pengusaha wajib mclaporkan kepada Badan Penyelenggara apabila terjadi
perubahan mengenai:
a. alamat perusahaan;
b. kepemilikan perusahaan;
¢. jenis atau bidang usaha;
d. jumlah tenaga kerja dan keluarganva; dan
¢. besrnya upah setiap tenaga kerja.
Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan paling lambat 7
(tujuh) hari sejak terjadinya perubahan.
. Tenaga kerja peserta program jaminan sosial tenaga kerja wajib
menyampaikan daftar susunan keluarga kepada pengusaha, termasuk segala
pernbahannya.
Dalam hal terjadi perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf d,
dalam wakiu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak laporan diterima, Badan
Penyelenggara wajib menerbitkan:
a. Kartu peserta tenaga kerja baru, kecuali tenaga kerja yang bersangkutan

telah mempunyai kartu peserta:
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l.

el

-

b. Kartu pemeliharaan kesehatan yang baru.

BABRB 111
IURAN
Bagian Pertama
Besarnya luran
Pasal 9

Besamya iuran program social tenaga kerja adalah sebagai berikut:

a. Jaminan Kecelakaan Kerja yang perincian besarnya iuran berdasarkan
kelompok jenis usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran [, scbagai
berikut:

Kelompok I : 0,24% dari upah sebulan;
Kelompok 1 : 0,54% dari upah sebulan;
Kelompok 111 @ 0,89% dari upah sebulan;
Kelompok IV : 1,27% dari upah scbulan;
Kelompok V' 1 1,74% dari upah sebulan;

b. Jaminan Hari Tua, sebhesar 5,70% dari upah scbulan;

¢. Jaminan Kematian, sebesar 0,30% dari upah scbulan;

d. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, sebesar 6% dari upah scbulan bagi
tenaga kerja yang sudah berkeluarga, dan 3% dari upah sebulan bagi
tenaga kerja yang belum berkeluarga.

luran  Jaminan Kecclakaan Kerja, Jaminan Kematian dan  Jaminan

Pemeliharaan Kesehatan ditanggung sepenuhnya oleh pengusaha,

luran jaminan llari Tua schagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b,

sebesar 2% ditanggung oelh tenaga kerja,

Dasar perhitungan iuran jaminan Pemeliharaan Keschatan dari upah sebulan

sehagaimana dimaksud dalm ayat | (satu) huruf d, sctinggi-tingginya Rp

1.000.000.- (satu juta rupiah).

Pasal 20

- Selama tenaga kerjn yang tertimpa kecelakaan kerja masih belum mampu

bekerja, pengusaha tetap membayar upah tenaga kerja yang bersangkutan,
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sampai penetapan akibat kecelakaan kerja yang dialami diterima semua pihak
atau dilakukan oleh Menteri.

2. Badan Penyelenggara mengganti santunan sementara tidak mampu bekerja
kepada pengusaha yang telah membayar upah tenaga kerja sebagaimana
dimaksud dalam ayal (1).

3. Dalam hal santunan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara lebih besar dari
vang dibayarkan oleh pengusaha maka selisihnya dibayarkan langsung kepada
tenaga kerja.

4. Dalam hal penggantian santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara
lebih kecil dari upah yang telah dibayarkan oleh pengusaha, maka selisihnya
tidak dimintakan pengembaliannya kepada tenaga kerja.

BAB YV
SANKSI
Pasal 47

Tanpa mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja,

maka:

a. Pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 ayat (3), Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), Pasal 8 ayat (2),
Pasal 18 ayat (1). ayat (2). dan ayat (3). dan Pasal 19 serta Pasal 20 ayat (1),
dan telah diberikan peringatan tetapi tetap tidak melaksanakan kewajibannya
dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan ijin usaha.

b. Pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat (3) dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) untuk setiap bulan
keterlambatan yang dihitung dari iuran yang seharusnya dibayar.

c. Badan Penyelenggara vang tidak memenuhi Ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial
Tenaga Kerja dikenakan ganti rugi sebesar 1% (satu persen) dari jumlah
Jaminan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, untuk setiap hari

keterlambatan dan dibayarkan kepada tenaga kerja yang bersangkutan.

e
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MENTERI TENAGA KERJA
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA R.I
NOMOR: PER.04/MEN/1993
TENTANG
JAMINAN KECELAKAAN KERJA
MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA

eraturan Menteri ini yang dimaksud dengan -

ang :

a schagai pelaksana pasal 19 ayat (2) dan (3) Undang-undang No. 3 tahun 1992
ng Jaminan Sosial Tenaga kerja, dipandang perlu diatur perlindungan jaminan
akaan kerin bagi tenaga kerja yang belum mendapatkan perlindungan
isarkan pentahapan kepesertaan sebagai mana diatur dalam Pasal 2 ayat (3)
uran Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program
nan Sosial Tenaga Kerja;

1 sesuai dengan prinsip resiko pekerjaan (resque profesioneel) merupakan
ungan pengusaha terhadap tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja;

 untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri:

al :

ng-undang Nomor 3 Tahun 1992 fentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
haran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran
a Republik [ndonesia Nomor 3468):

ran Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang  Penyelenggaraan Program
an Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993
r 20, Tambahan Negara Republik Indonesia 3520);

usan Presiden Nomor 64/M Tahun 1988 tentang Pembentukan Kabinet
angunan V;

isan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 tentang Penyakit Yang Timbul Karena
1gan Kerja.
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MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA TENTANG JAMINAN KECFLAKAAN
KERJA.
BAB I
PENGERTIAN
Pasal 1

I. Tenaga Kerja adalah sctiap orang bekerja pada perusahaan yang belum wajib
mengikuti  program jaminan sosial tenaga kerja karena adanya pentahapan
kepescrtaan;

2. Pengusaha adalah :

a. Orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik
sendiri;

b. Orang. persckutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan
perusahaan bukan miliknya;

¢. Orang, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia. mewakili
perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan
di luar wilavah Indonesia.

3. Perusahaan adalah setiap bentuk Badan usaha yang mempekerjakan tenaga kerja
dengan tujuan mencari untung atau tidak, baik milik swasta maupun milik negara;

4. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubung dengan hubungan kerja,
termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan
yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah manuju tempat kerja, dan pulang
ke rumah melalui jalan yang bisa atau wajar dilalui.

5. Sementara tidak mampu bekerja adalah keadaan tenaga kerja yang sementara tidak
mampu bekerja karena masih dalam keadaan perawatan dokter,

(=2}

. Cacad sebagian untuk selama-lamanya adalah hilang atau tidak berfungsinya sebagian
anggota tubuh tenaga kerja untuk selama-lamanya.

P

Cacad total untuk selama-lumanya adalah karena tenaga kerja tidak mampu bekerja

sama sekali untuk selama-lamanya.
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8. Upah sebulan adalah upah yang diterima oleh tenaga kerja selama satu bulan terakhir
dengan ketentuan scbagai berikut -
a. jika upah dibayarkan secara harian , maka upah sebulan sama dengan upah schari
dikalikan 30 (tiga puluh);
b. jika upah dibayarkan secara borongan atau satuan maka upah sebulan dihitung
dari upah rata-rata 3 (tiga) bulan terakhir:
¢. jika pekerjaan tergantung dari keadaan cuaca yang upahnya didasarkan pada upah
borongan, maka upah scbulan dihitung dari upah rata-rata 12 (dua belas) bulan
terakhir,
9. Dokter pemeriksa adalah dokter perusahaan atau dokier yang ditunjuk oleh pengusaha
atau dokter pemerintah yang memeriksa dan merawat tenaga kerja.
10. Dokter penasihat adalah dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan atas usul dan

diangkat oleh Menteri Tenaga Kerja.

11. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan adalah pegawai teknis berkeahlian khusus dari
Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja ;
12. Atas Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan adalah: |
a. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang berkedudukan di tingkat Kantor
Departemen Tenaga Kerja ialah Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerja yang
bersangkutan;
b. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang berkedudukan di tingkat Kantor
Wilayah Departemen Tenaga Kerja yang bersangkutan:
¢. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang berkedudukan di tingkat Departemen
Tenaga Kerja Pusat ialah Direktur Bina Pengawasan Norma Perlindungan

Tenaga Kerja.
BAB 11
HAK DAN KEWAJIBAN TENAGA KERJA
Pasal 2 '

(1) Tenaga Kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak mendapatkan  jaminan ‘
kecelakaan kerja yang terdin dari -
a. pengangkutan dari tempat kejadian ke Rumah Sakit yang terdekat atau ke

rumahnya;
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b. pemeriksaan. pengobatan dan atau perawatan di Rumah Sakit
¢. biava pemakaman.
(2) Selain jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga diberikan santunan berupa
uang yang terdiri dari :
a. santunan sementara tidak mampu bekerja sebagai pengganti upah:
b. santunan cacad sebagian untuk sclama-lamanya;
¢. santunan cacad total untuk selama-lamanya
d. santunan kematian.
(3) Besarnya Jaminan Kecelakaan Kerja sebagaimana dimaksud dalam avat (1) dan (2)
adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

(1) Dalam hal tenaga kerja meninggal dunia karena kecelakaan kerja maka santunan
kematiun sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf d dibayarkan kepada
janda atau duda atau anak yang menjadi tanggungannya.

(2) Dalam hal janda atau duda atau anak tidak ada maka Jaminan Kematian dibayar
sekaligus kepada keturunan sedarah yang ada dari tenaga kerja menurut paris lurus ke
bawah dan garnis lurus ke atas dihitung sampai derajat kedua.

(3) Dalam hal tenaga kerja tidak mempunyai keturunan sedarah sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2), maka Jaminan Kematian dibayarkan sekaligus kepada pihak yang
ditunjuk oleh tenaga kerja dalam wasiatnva.

(4) Dalam hal tidak ada wasiat biaya pemakaman dibayarkan kepada pengusaha atau
pihak lain guna pengurusan pemakaman

(3) Dalam hal janda atau anak lebih dari satu orang, maka santunan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dibagi rata dan sama banyaknya antara mercka.

Pasal 4
Tenaga kerja berkewajiban memberikan dafiar susunan keluarga yvang menjadi
tanggungannya kepada perusahaan termasuk perubahannya,
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BAB 1N
HAK DAN KEWAJIBAN PENGUSAHA
Pasal §
Pengusaha wajib memberikan Jaminan Kecelakaan Kerja sebagaimana dimaksud Pasal 2
kepada tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja.

Pasal 6
Pengusaha wajib membuat daftar Perusahaan wajib Bayar Jaminan Kecelakaan Kerja di
perusahaan atau di bagian perusahaan yang berdiri sendiri yang dibuat sesuai dengan
Bentuk KK | (terlampir) dan didaftarkan ke Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat.

Pasal 8

(1) Pengusaha wajib melaporkan secara tertulis kecelakaan kerja vang menimpa tenaga
kerja kepada Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat. dalam waktu tidak lebih
dari 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan secara lisan sehelum
dilaporkan secara tertulis

(3) Dalam hal penyakit yang timbul karena hubungan kerja, laporan sehagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam waktu tidak lebih dari 2X24
(dua puluh empat) jam setelah penyakit tersebut didiagnosis oleh Dokter Pemeriksa,

(4) Laporan tertulis scbagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) dilakukan dengan
mengisi Laporan Kecelakaan Kerja Tahap | sesuai dengan Bentuk KK 2 (terlampir).

Pasal 9
(1) Pengusaha wajib mengirimkan Laporan Kecelakaan Kerja Tahap 11 kepada Kantor
Departemen Tenaga Kerja setempat dengan mengisi Bentuk KK3 ( terlampir) dalam
wiktu tidak lebih dari 2 X 24 (dua puluh empal) jam setelah tenaga kerja yang
tertimpa kecelukaan kerja berdasarkan surat keterangan dokter dinvatakan -
4. keadaan sementara tidak mampu bekerja telah berakhir;
b. keadaan cacat sebagian untuk selama-lamanya;

¢. keadaan cacat total untuk selama-lamanya:
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d. meninggal dunia.

(2) Surat keterangan dokier sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menggunakan Bentuk
KK 4 (terlampir)

(3) Dalam hal penyakit vang timbul karena hubungan kerja surat keterangan dokter
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menggunakan Bentuk KK 5 (terlampir)

(4) Bentuk KK 4 atau KK 5 sebagaimana dimaksud dalam ayal (2) dan ayat (3) harus
disampaikan oleh pengusaha kepada Kantor Departemen Tenaga kerja setempat.

Pasal 10
Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja sementara tidak mampu bekerja perusahaan
wajib terus membayar upah tenaga kerja yang bersangkutan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a sampai Dokter Pemeriksa menetapkan akibat kecelakaan
kerja yang dideritanya,

Pasal 11
Pengusaha tidak diwajibkan untuk membayar jaminan kecelakaan kerja kepada tenaga
kerja yang tertimpa kecelakaan kerja atau santunan kematian kepada keluarganya dalam
hal :
a. karena disengaja oleh tenaga kerja yang bersangkutan;
b. menolak tanpa alasan yang sah akan diperiksa dokter yang ditunjuk oleh perusahaan:
c. sebelum selesai pengobatan tenaga kerja menolak pertolongan dalam huruf b tanpa
alasan yang sah;
d. pergi ke tempat lain sehingga dokter yang ditunjuk oleh perusahaan tidak dapat
memberikan pertolongan yang dianggap perlu untuk memulihkan kesehatannya

Pasal 12
Dalam hal tenaga kerja pada waktu kecelakaan kerja sedang berada di bawah pengaruh
minuman keras atau sesualu yang memabukkan karcna disengaja, maka dengan

persetujuan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan pengusaha berhak mengurangi
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besarnya santunan kecelakaan kerja sehanyak -banyaknya 50% (lima puluh persen) dari

vang seharusnya diterima.

Pasal 13

(1) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai kecelakaan atau bukan kecelakaan
kerja, maka Pegawai Ketenagakerjaan berwenang menetapkan dan mewajibkan
pengusaha untuk terlebih dahulu:
a. Membayar pertolongan
b. Membayar biaya pemakaman

(2) Dalam hal Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan ternyala menetapkan bukan sebagai
kecelakaan kerja. Maka pengusaha tidak dapat meminta kembali biaya vang telah
dikeluarkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (T).
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